



2.1. Hasil Penelitian Terdahulu 
Beberapa penelitian tentang praktek good corporate governance dan 
kaitannya dengan aktivitas manajemen laba perusahaan telah dilakukan 
sebelumnya. Chtourou et al (2001), Beasley (1996), dan Abbots et al (2000) 
menguji kaitan antara praktik good corporate governance dengan kualitas laporan 
keuangan. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa penerapan mekanisme 
corporate governance mempunyai hubungan yang positif terhadap kualitas 
laporan keuangan, sehingga good corporate governance dapat menjadi 
penghambat aktivitas manajemen laba yang dilakukan oleh manajer. Dengan 
demikian, informasi yang tersaji tidak menyesatkan dan menggambarkan nilai 
fundamental perusahaan. 
 Penelitian serupa di Indonesia telah dilakukan oleh Midiastuty & 
Machfoedz (2003) juga meneliti hubungan antara praktek corporate governance 
terhadap indikasi manajemen laba. Dalam penelitian ini mereka menggunakan 
tiga variabel independen, yaitu kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, 
dan ukuran dewan direksi. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa 
kepemilikan institusional berhubungan negatif dengan manajemen laba. 
 Penelitian yang dilakukan oleh Marihot Nasution dan Doddy Setiawan 
(2007), yaitu tentang pengaruh Corporate Governance terhadap Manajemen Laba 
di Industri Perbankan Indonesia. Dari hasil pengujian regresi linear berganda 
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ditemukan bahwa secara individual, komposisi dewan komisaris berpengaruh 
negatif terhadap manajemen laba perusahaan perbankan. Hal ini menandakan 
bahwa mekanisme Corporate Governance yang diajukan melalui keberadaan 
pihak independen dalam dewan komisaris mampu mengurangi tindak manajemen 
laba yang terjadi dalam perusahaan perbankan. Selain itu disimpulkan pula bahwa 
ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap manajemen laba perusahaan 
perbankan. 
 Mekanisme Corporate Governance ini bisa mengurangi praktik manajemen 
laba di dalam pengelolaan manajemen perusahaan perbankan. Untuk itu dewan 
komisaris yang lebih sedikit jumlahnya lebih efektif dalam mengurangi tindak 
manipulasi laba, karena jumlah personel yang sedikit dalam badan ini dapat 
menghambat munculnya masalah keagenan yang bila dibiarkan akan berdampak 
pada kurangnya pengawasan terhadap manajemen untuk melakukan manajemen 
laba. 
 Keberadaan komite audit dalam perusahaan perbankan ternyata juga mampu 
mengurangi manajemen laba dalam perusahaan, hal ini terbukti dengan hasil 
pengujian secara parsial variabel keberadaan komite audit terhadap akrual kelolan 
yang menunjukkan bahwa pengaruh negatif variabel ini signifikan. Hasil ini 
menunjukkan bahwa komite audit telah melaksanakan tugasnya dengan baik 
dengan memenuhi tanggung jawabnya, diantaranya memastikan jalannya 
perusahaan telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, operasi perusahaan telah 
dijalankan secara beretika, dan pengawasan yang efektif terhadap bentrokan 
kepentingan dan kecurangan yang terjadi di dalam perusahaan telah dilakukan. 
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Bisa diambil kesimpulan bahwa komite audit telah menjalankan tugasnya secara 
efektif. Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa mekanisme Corporate 
Governance telah efektif megurangi manajemen laba perusahaan perbankan. 
 Penelitian yang dilakukan oleh Syaiful Iqbal dan Nurul Fachriyah pada 
tahun 2008 tentang Corporate Governance sebagai Alat Pereda Praktik 
Manajemen Laba (Earnings Management) dapat disimpulkan bahwa keseluruhan 
variabel independen secara serentak berpengaruh terhadap praktik manajemen 
laba pada perusahaan go-public industri manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 
Jakarta. Namun demikian, secara individual, tidak semua variabel independen 
menunjukkan konfirmasi positif. Variabel kepemilikan manajerial (KM), ukuran 
dewan direksi (DW) dan komite audit (KA) berpengaruh secara signifikan 
terhadap praktik manajemen laba pada perusahaan go-public industri manufaktur 
yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta. Sementara variabel kepemilikan institusional 
(INST) berpengaruh terhadap praktik manajemen laba secara tidak signifikan. 
Sehingga praktik Good Corporate Governance dengan mekanisme (1) 
Kepemilikan Manajerial dan (2) Dewan Direksi dapat digunakan sebagai alat 
untuk meredakan praktik manajemen laba, sementara praktik Good Corporate 
Governance dengan mekanisme (1) Komite Audit dan (2) Kepemilikan 
Institusional belum menjadi jaminan dapat meredakan perilaku manajemen laba 
dalam perusahaan, khususnya perusahaan manufaktur. 
 Penelitian juga dilakukan oleh Muh. Arief Ujiyanto & Bambang Agus 
Pramuka tentang mekanisme Corporate Governance, manajemen laba dan kinerja 
keuangan (2007). Kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan sebagai 
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berikut: 1) Kepemilikan institusional tidak berpengaruh secara signifikan terhadap 
manajemen laba; 2) Kepemilikan manajerial berpengaruh negatif signifikan 
terhadap manajemen laba; 3) Proporsi dewan komisaris independen berpengaruh 
positif signifikan terhadap manajemen laba; 4) Jumlah dewan komisaris tidak 
berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba; 5) Pengaruh kepemilikan 
institusional, kepemilikan manajerial, proporsi dewan komisaris independen dan 
jumlah dewan komisaris secara bersama-sama teruj dengan tingkat pengaruh yang 
signifikan terhadap manajemen laba; 6) Manajemen laba (discretionary accruals) 
tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja keuangan (cash flow return 
on assets). 
 
2.2.   Landasan Teori 
2.2.1. Akuntansi 
Secara keseluruhan akuntansi bertujuan untuk memberikan informasi yang 
dapat digunakan dalam pengambilan keputusan ekonomi. Akuntansi adalah 
sebuah sebuah aktifitas jasa, dimana fungsinya adalah memberikan informasi 
kuantitatif terutama informasi mengenai posisi keuangan dan hasil kinerja 
perusahaan, yang dimaksudkan akan berguna dalam pengambilan keputusan 
ekonomi. (Hery: 2009) 
 
2.2.2. Akuntansi Keuangan 
 Akuntansi keuangan adalah bagian dari akuntansi yang berkaitan dengan 
penyiapan laporan keuangan untuk pihak luar, seperti pemegang saham, kreditor, 
pemasok, serta pemerintah. Prinsip utama yang dipakai dalam akuntansi keuangan 
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adalah persamaan akuntansi (Aktiva = Kewajiban + Modal). Akuntansi keuangan 
berhubungan dengan masalah pencatatan transaksi untuk suatu perusahaan atau 
organisasi dan penyusunan berbagai laporan berkala dari hasil pencatatan tersebut. 
Laporan ini yang disusun untuk kepentingan umum dan biasanya digunakan 
pemilik perusahaan untuk menilai prestasi manajer atau dipakai manajer sebagai 
pertanggungjawaban keuangan terhadap para pemegang saham. Hal penting dari 
akuntansi keuangan adalah adanya Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang 
merupakan aturan-aturan yang digunakan didalam pengukuran dan penyajian 
laporan keuangan untuk kepentingan eksternal. Dengan demikian, diharapkan 
pemakai dan penyusun laporan keuangan dapat berkomunikasi melalui laporan 
keuangan ini, sebab mereka menggunakan acuan yang sama yaitu SAK. SAK ini 
mulai diterapkan di Indonesia pada 1994 menggantikan Prinsip-prinsip Akuntansi 
Indonesia tahun 1984. (http://id.wikipedia.org/wiki/Akuntansikeuangan) 
 
2.2.3. Laporan Keuangan 
 Laporan keuangan pada dasarnya adalah hasil dari proses akuntansi yang 
dapat digunakan sebagai alat untuk mengkomunikasikan data keuangan atau 
aktivitas perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Dapat disimpulkan 
juga bahwa laporan keuangan merupakan alat informasi yang menghubungkan 
perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan, yang menunjukkan kondisi 
kesehatan keuangan perusahaan dan kinerja perusahaan. Tujuan khusus laporan 
keuangan adalah menyajikan secara wajar dan sesuai dengan prinsip-prinsip 
akuntansi yang berlaku umum mengenai posisi keuangan dan hasil usaha. (Hery: 
2009) 
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2.2.4.   Asimetri Informasi 
Laporan keuangan disusun dengan tujuan untuk menyediakan informasi 
mengenai posisi keuangan, kinerja, dan perubahan posisi keuangan dari sebuah 
perusahaan. Melalui laporan keuangan yang menjadi tanggungjawab manajemen, 
Shareholders dan pihak-pihak yang berkepentingan lainnya dapat mengukur, 
menilai, sekaligus mengawasi kinerja manajemen serta sejauh mana manajemen 
telah bertindak untuk meningkatkan kesejahteraan pemegang saham. Laporan 
keuangan menunjukkan hasil dari pengelolaan manajemen sumber daya yang 
dipercayakan padanya. 
Menurut Scott (2000), terdapat dua macam asimetri informasi yaitu:  
1. Adverse selection, yaitu bahwa para manajer serta orang-orang di dalamnya 
biasanya mengetahui lebih banyak tentang keadaan dan prospek perusahaan 
dibandingkan investor pihak luar. Dan fakta yang mungkin dapat 
mempengaruhi keputusan yang akan diambil oleh pemegang saham tersebut 
tidak disampaikan informasinya kepada pemegang saham.  
2. Moral hazard, yaitu bahwa kegiatan yang dilakukan oleh seorang manajer 
tidak seluruhnya diketahui oleh pemegang saham maupun pemberi pinjaman. 
Sehingga manajer dapat melakukan tindakan diluar pengetahuan pemegang 
saham yang melanggar kontrak dan sebenarnya secara etika atau norma 
mungkin tidak layak dilakukan.  
Adanya asimetri informasi memungkinkan adanya konflik yang terjadi  antara 
principal dan agent untuk saling mencoba memanfatkan pihak lain untuk 
kepentingan sendiri. 
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2.2.5.  Teori Agensi (Agency Theory) dan Masalah Agensi (Agency Problem) 
Teori agensi menjelaskan tentang hubungan kontraktual antara pihak yang 
mendelegasikan keputusan tertentu (principal/pemilik/pemegang saham) dengan 
pihak yang menerima pendelegasian tersebut (agen/direksi/manajemen) (Jensen & 
Meckling, 1976).  
Masalah agensi antara pemegang saham sebagai principal dan manajer 
sebagai agen yang diberi tugas, karena apa yang dilakukan manajer sulit diketahui 
oleh pemegang saham sebagai principal disini muncul adanya moral hazard, yaitu 
tindakan manajer yang cenderung menyimpang dari keinginan pemilik (Padilla, 
2003). Kemungkinan manajer bekerja tidak maksimal di perusahaan karena ; (1) 
manajer mempunyai kegiatan lain yang bersifat pribadi, tetapi dikerjakan di 
perusahaan, (2) manajer menggunakan fasilitas perusahaan seperti mobil dan 
fasilitas lain untuk kepentingan pribadi, (3) manajer melakukan praktek mark up 
dalam pengadaan barang yang kualitasnya lebih jelek dengan harga yang lebih 
murah untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Kondisi ini terjadi karena 
pemegang saham sebagai principal sulit untuk mendeteksi apa yang sesungguhnya 
dilakukan oleh manajer. 
Agency conflict timbul pada berbagai hal sebagai berikut: (Jensen & 
Meckling, 1976, Jensen, 1986, Alijoyo & Zaini, 2004). 
1. Manajemen memilih investasi yang paling sesuai dengan kemampuan 
dirinya dan bukan yang paling menguntungkan bagi perusahaan. Misalnya, 
investasi yang bisa meningkatkan nilai individu manajer walaupun biaya 
penugasannya tinggi, sehingga para manajer berada pada posisi untuk 
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mengekstrak tingkat remunerasi yang lebih tinggi dari perusahaan (Moral-
Hazard). 
2. Manajemen cenderung mempertahankan tingkat pendapatan perusahaan 
yang stabil, sedangkan pemegang saham lebih menyukai distribusi kas yang 
lebih tinggi melalui beberapa peluang investasi internal yang positif 
(internal positive investment opportunities). 
3. Manajemen cenderung mengambil posisi aman untuk mereka sendiri dalam 
mengambil keputusan investasi. Dalam hal ini, mereka akan mengambil 
keputusan investasi yang sangat aman dan masih dalam jangkauan 
kemampuan manajer. Mereka akan menghindari keputusan investasi yang 
dianggap menambah risiko bagi perusahaannya walaupun hal itu bukan 
pilihan terbaik bagi perusahaan (Risk Aversion). 
4. Manajemen cenderung hanya memperhatikan cash flow perusahaan sejalan 
dengan waktu penugasan mereka. Hal ini dapat menimbulkan bias dalam 
pengambilan keputusan yaitu berpihak pada proyek jangka pendek dengan 
pengembalian akuntansi yang tinggi (short term high accounting return 
project) dan tidak berpihak pada proyek jangka panjang dengan 
pengembalian NPV positif  yang jauh lebih besar (Time-Horizon). 
5. Asumsi dasar lainnya yang membangun agency theory adalah agency 
problem yang timbul sebagai akibat adanya kesenjangan antara kepentingan 
pemegang saham sebagai pemilik dan manajemen sebagai pengelola. 
Pemilik memiliki kepentingan agar dana yang diinvestasikannya 
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mendapatkan return maksimal, sedangkan manajer berkepentingan terhadap 
perolehan insentif atas pengelolaan dana pemilik (agency problem). 
 
2.2.6.   Manajemen Laba  
Scott (1997) mendefinisikan bahwa “manajemen laba sebagai upaya yang 
dilakukan manajer untuk mencapai keuntungan pribadi melalui rekayasa 
komponen akrual yang terdapat dalam laporan keuangan perusahaan, sehingga 
dapat mengakibatkan terjadinya kesalahan dalam pengambilan keputusan yang 
dapat merugikan pihak lain, karena dengan adanya manajemen laba, laporan 
perusahaan tidak mencerminkan nilai fundamental dari perusahaan.” 
 
2.2.6.1. Definisi Manajemen Laba 
Sejauh ini belum terdapat kesepakatan mengenai definisi manajemen laba, 
sehingga terdapat beberapa definisi manajemen laba. Gumanti (2001) menyatakan 
bahwa “Manajemen laba tidak harus selalu dikaitkan dengan upaya untuk 
manipulasi data atau informasi, tetapi lebih dikaitkan dengan pemilihan metode 
akuntansi (accounting method) untuk mengukur keuntungan yang bisa dilakukan 
karena memang diperkenankan menurut accounting regulations. “ 
Definisi tersebut menggambarkan manajemen laba sebagai suatu tindakan 
oportunis manajer sehingga dapat me-manage earning pada tingkat yang 
diinginkan dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan atau manfaat tertentu 
dengan cara tertentu pula. Sikap curang (fraud) dapat didefinisikan sebagai 
tindakan yang disengaja dan didesain untuk menipu orang lain yang dapat 
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menyebabkan seseorang kehilangan kekayaannya atau mengeluarkan biaya atas 
kesalahan pengambilan keputusan yang dilakukannya.  
 
2.2.6.2. Bentuk Manajemen Laba 
       Scott (1997:306-307) mengemukakan bentuk-bentuk manajemen laba yang 
dapat dilakukan oleh manajer antara lain: 
1. Taking a bath, yaitu melaporkan kerugian yang besar, serta perusahaan berada 
dalam keadaan yang buruk dan mengalami kemunduran kinerja yang tidak 
menguntungkan dan tidak dapat dihindari pada periode berjalan. Hal ini 
dilakukan dengan cara mengakui biaya-biaya pada periode-periode yang akan 
datang dan kerugian periode berjalan. Dengan cara ini diharapkan perusahaan 
dapat menciptakan peluang laba yang besar dimasa yang akan datang. 
2. Income Minimization, yaitu penurunan tingkat laba yang diperoleh 
perusahaan. Bantuk manajemen laba ini dilakukan pada saat perusahaan 
memperoleh profitabilitas yang tinggi dengan tujuan untuk mengurangi biaya 
politik. Cara ini serupa dengan taking a bath. 
3. Income maximization, yaitu upaya perusahaan untuk memaksimalkan tingkat 
laba yang diperoleh melalui pemilihan metode-metode akuntansi dan 
pemilihan waktu pengakuan transaksi, seperti mempercepat pencatatan, dan 
menunda biaya. Upaya ini dilakukan agar manajemen mendapatkan bonus 
yang lebih besar, dan juga pada saat perusahaan mendekati suatu pelanggaran 
kontrak hutang. 
4. Income smoothing, yaitu suatu bentuk manajemen laba yang paling sering 
dilakukan dan yang paling populer. Melalui income smoothing, manajer akan 
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menurunkan laba jika terjadi peningkatan laba yang cukup besar, begitu pula 
sebaliknya, manajer akan menaikkan laba jika tingkat laba yang diperoleh 
dinilai rendah atau berada dibawah target. Dengan demikian manajer dapat 
mengurangi fluktuasi laba yang dilaporkan sehingga perusahaan terlihat stabil 
dan tidak beresiko tinggi. 
 
2.2.6.3 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Manajemen Laba  
Scott (1997:302) Beberapa motivasi yang mendorong manajer untuk 
melakukan aktivitas manajemen laba adalah:  
1. Kompensasi Manajemen  
Pada saat insentif manajer didasarkan pada kinerja keuangan perusahaan, 
manajer akan terdorong untuk mengutamakan kepentingan mereka dengan 
menampilkan kinerja yang lebih baik melalui manajemen laba. Hal ini sejalan 
dengan bonus plan hyphotesis dalam teori akuntansi positif, dimana manajer 
yang bekerja di perusahaan dengan rencana bonus akan berusaha mengatur 
laba yang dilaporkan agar dapat memaksimalkan bonus yang akan 
diterimanya. 
2. Debt Covenant (kontrak hutang jangka panjang) 
Masih sejalan dengan debt hypothesis yang dikemukakan oleh Watts dan 
Zimmerman (1986), bahwa manajer akan cenderung memilih metode 
akuntansi yang dapat meningkatkan laba perusahaan (income increasing) jika 
perusahaan semakin dekat pada pelanggaran perjanjian hutang. Manajemen 
laba akan dilakukan bertujuan agar perusahaan secara signifikan menaikkan 
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laba sehingga rasio debt to equity dan  interest coverage berada pada tingkatan 
yang ditentukan. 
3. Political Motivation (motivasi politik) 
Kebanyakan perusahaan akan melakukan manajemen laba dalam bentuk 
penurunan laba agar dapat mengurangi biaya politis, utamanya pada saat laba 
yang diperoleh perusahaan sangat tinggi. Tindakan ini dilakukan untuk 
memperoleh kemudahan dan fasilitas dari pemerintah, seperti subsidi, serta 
berkaitan dengan berbagai peraturan lain yang ditetapkan oleh pemerintah. 
4. Taxation Motivation (motivasi perpajakan) 
Motivasi perpajakan merupakan salah satu alasan utama manajer melakukan 
manajemen laba. Manajer akan memilih untuk menggunakan metode 
akuntansi yang dapat menghasilkan laba yang rendah, karena semakin rendah 
laba yang dilaporkan perusahaan, maka beban pajak yang harus dibayarkan 
pada pemerintah juga dapat diminimalkan. 
5. Pergantian Chief Executive Officer (CEO) 
Bonus plan hypothesis memprediksikan bahwa seseorang CEO yang 
mendekati pensiun atau habis masa jabatannya akan cenderung melakukan 
strategi income maximization untuk mencegah atau membatalkan 
pemecatannya. Wedari (2004) mengemukakan bahwa CEO akan melakukan 
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6. Initial Public Offering (Penawaran saham perdana) 
Manajemen laba yang dilakukan pada saat IPO bertujuan untuk 
mempengaruhi persepsi pihak eksternal atas nilai perusahaan. Pada saat 
perusahaan go public, informasi keuangan yang terdapat dalam prospektus 
merupakan sumber informasi penting bagi calon investor, oleh karena itu 
perusahaan akan menampilkan kinerja yang baik dengan menaikkan tingkat 
laba untuk menarik investor. Wedari (2004) menemukan bahwa perusahaan 
yang akan melakukan penawaran saham perdana (IPO) melakukan aktivitas 
manajemen laba (income increasing discretionary accruals) pada periode 
terakhir sebelum IPO. 
 
2.2.6.4. Pengukuran Manajemen 
Terdapat berbagai model yang dapat digunakan dalam pengukuran 
manajemen laba, antara lain: 
1. Model Healy 
Model Healy (1985) menggunakan total akrual untuk menghitung adanya 
manajemen laba, dengan rumus: 
TAit = (ΔCAіt – ΔCLіt – Δcashіt – ΔSTDіt - Depіt)/(Aіt-1).........................(1) 
Kelemahan dari model ini adalah tidak memisahkan antara discretionary dan 
non discretionary accrual. 
2. Model DeAnggelo 
De Anggelo (1986), discretionary accruals sebagai proksi dari manajemen 
laba adalah perbedaan total akrual pada tahun t dengan total akrual pada 
periode sebelum t lalu dibagi dengan total aset. Total akrual merupakan selisih 
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antara laba bersih (net income) dengan arus kas dari aktivitas operasi, dengan 
rumus: 
DAіt    = ( TAіt/Aіt ) / ( TAіt-1/Aіt-1 )...........................................................(2) 
3. Model Jones 
Model yang ditawarkan Jones (1991) dapat memisahkan discretionary dan 
non discretionary accruals. Pengukuran total akrual dalam model ini serupa 
dengan yang dikemukakan dalam model DeAngelo. Selanjutnya nilai yang 
dihasilkan dimasukkan dalam persamaan berikut: 
TAіt/Aіt-1 = (1/Aіt-1)+β1(ΔREVіt/Aіt-1)+β2(PPEіt/Aіt)+εіt.....................(3) 
Kemudian nilai discretionary accruals dihitung sebagai berikut: 
DAіt =TAіt/Aіt-1 -[(1/Aіt-1)+β1(∆REVіt/Aіt-1)+β2(PPEіt/Aіt-1)]............(4) 
4. Modified Jones Model 
Dechow (1995) berhasil melakukan modifikasi atas model Jones dengan 
menambahkan perubahan piutang sebagai pengurang perubahan pendapatan. 
Penambahan ini dilakukan dengan asumsi bahwa semua penjualan kredit 
disebabkan oleh adanya praktek manajemen laba, karena akan lebih mudah 
untuk melakukan rekayasa dengan menggunakan penjualan kredit 
dibandingkan dengan penjualan tunai. Model ini digambarkan dengan rumus 
tersebut: 
TAіt/Aіt-1 = (1/Aіt-1) + β1(ΔREVіt-ΔRECіt)/Aіt-1 + β2(PPEіt/ 
Aіt-1)+εіt.........................................................................................................(5) 
Model ini diyakini dapat memberikan hasil yang lebih baik dibandingkan 
dengan model yang lainnya. 
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2.2.7. Good Corporate Governance 
Menurut Becht dkk (2002),”terdapat dua alasan utama akan perlunya pihak-
pihak tertentu seperti bursa efek, badan pembuat undang-undang dan pihak-pihak 
regulator lainnya untuk mewajibkan adanya corporate governance pada 
perusahaan-perusahaan yang berada dalam pengawasan mereka, yaitu untuk 
mengatasi permasalahan yang muncul akibat tersebarnya konsentrasi kepemilikan 
dan untuk memastikan bahwa kebutuhan semua pihak yang terlibat terpenuhi.” 
 Apabila sistem hukum lemah, maka diperlukan sinyal yang memiliki 
kredibilitas tinggi yang dapat mengindikasikan bahwa perusahaan menganggap 
kebutuhan para investor merupakan hal yang penting (Coffee, 2001). Corporate 
Governance berkaitan dengan bagaimana para investor yakin bahwa manajer akan 
memberikan keuntungan bagi mereka, yakin bahwa manajer tidak akan 
menggelapkan atau menginvestasikan dana yang telah ditanamkan oleh investor 
ke dalam proyek-proyek yang tidak menguntungkan, dan juga berkaitan dengan 
bagaimana cara investor mengontrol manajer.  
 
2.2.7.1. Definisi Corporate Governance 
Beberapa pakar telah mengemukakan definisi corporate governance. 
Berbagai definisi tersebut antara lain: 
1. Blair (1995 ) yang dikutip oleh Darmawati (2003) menyatakan bahwa 
”Corporate governance adalah keseluruhan set aransemen legal, 
kebudayaan, dan institusional yang menentukan apa yang dapat dilakukan 
oleh perusahaan publik, siapa yang mengendalikan, bagaimana pengendalian 
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dilakukan, dan bagaiamana risiko dan return dari aktivitas - aktivitas yang 
dilakukan oleh perusahaan tersebut dialokasikan.” 
2. Marthur (1999) yang dikutip oleh Darmawati (2003) Corporate governance 
is the conduct of directors and its aim as to maximize shareholders value 
while satisfying stakeholders.  
3. Maksum (2005) dengan mengutip berbagai sumber mendefinisikan 
corporate governance sebagai suatu sistem yang dibangun untuk 
mengarahkan dan mengendalikan perusahaan sehingga tercipta tata 
hubungan yang baik, adil dan transparan di antara berbagai pihak yang 
terkait dan memiliki kepentingan (stakeholders) dalam perusahaan. 
4. Khomsiyah (2007) mendefinisikan bahwa ”corporate governance 
merupakan upaya yang dilakukan oleh semua pihak yang berkepentingan 
dengan perusahaan untuk menjalankan usahanya secara baik sesuai dengan 
hak dan kewajiban masing-masing dalam rangka untuk meningkatkan 
kesejahteraan semua pihak.” 
Corporate governance mengatur pola hubungan antara komisaris, direksi 
dan manajemen agar terjadi checks and balance dalam pengelolaan organisasi 
untuk mendorong terciptanya kinerja yang kompetitif dalam mencapai tujuan 
utama perusahaan. 
 
2.2.7.2. Prinsip-prinsip Corporate Governance 
Meskipun konsep corporate governance telah muncul bersamaan dengan 
konsep korporasi, namun kesadaran terhadap pentingnya konsep ini baru 
berkembang secara cepat dalam tahun – tahun belakangan ini. Terdapat beberapa 
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versi yang menyangkut prinsip-prinsip corporate governance, namun pada 
dasarnya mempunyai banyak kesamaan. 
 Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia yang dikeluarkan 
oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKCG) pada tahun 2006, 
menyebutkan terdapat lima asas GCG antara lain : 
1. Transparansi (Transparency) 
Untuk menjaga obyektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus 
menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah 
diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Perusahaan harus 
mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang 
disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang 
penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur dan 
pemangku kepentingan lainnya. 
2. Akuntabilitas (Accountability) 
Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara 
transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, 
terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap 
memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku 
kepentingan lain. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk 
mencapai kinerja yang berkesinambungan. 
3. Responsibilitas (Responsibility) 
Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta 
melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan 
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sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan 
mendapat pengakuan sebagai good corporate citizen. 
4. Independensi (Independency) 
Untuk melancarkan pelaksanaan asas GCG, perusahaan harus dikelola 
secara independen. sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling 
mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain. 
5. Kesetaraan dan Kewajaran (Fairness) 
Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus memperhatikan 
kepentingan pemegang saham dari penipuan dan penyimpangannya. 
Organization for Economic Co-Operation Development (OECD) 
(2004) menyatakan terdapat lima prinsip corporate governance yaitu : 
a. Perlindungan terhadap hak-hak pemegang saham (The rights of 
shareholders).  
b. Perlakuan yang adil tehadap pemegang saham (The equitable treatment 
of shareholders). 
c. Peranan stakeholders dalam corporate governance (The role of 
stakeholders). 
d. Pengungkapan dan transparansi (Disclosure and transparency). 
e. Tanggung jawab direksi dan komisaris (The responsibilities of the 
board).  
 
2.2.7.3. Mekanisme Good Corporate Governance 
Bernhart dan Rosenstein (1998, dalam Siallagaan & Mas’ud, 2006) 
menyatakan bebarapa mekanisme (mekanisme corporate governance) seperti 
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mekanisme internal, seperti struktur dan dewan komisaris, serta mekanisme 
eksternal seperti pasar untuk kontrol perusahaan diharapkan dapat mengatasi 
masalah keagenan. Konflik keagenan yang mengakibatkan adanya sifat 
opportunistic manajemen akan mengakibatkan rendahnya kualitas laba. 
Rendahnya kualitas laba akan dapat membuat kesalahan pembuatan keputusan 
kepada para pemakainya seperti investor dan kreditor, sehingga nilai perusahaan 
akan berkurang. 
Adapun mekanisme corporate governance antara lain : 
1. Kepemilikan Manajerial 
Pemahaman terhadap kepemilikan perusahaan sangat penting karena 
berkaitan dengan pengendalian operasional perusahaan. Dari sudut pandang 
teori akuntansi, manajemen laba sangat ditentukan oleh motivasi manajer 
perusahaan. Motivasi yang berbeda menghasilkan besaran manajemen laba 
yang berbeda, seperti antara manajer yang juga sekaligus sebagai pemegang 
saham dan manajer yang tidak sebagai pemegang saham. Hal ini sesuai 
dengan sistem pengelolaan perusahaan dalam dua kriteria : (a) perusahaan 
dipimpin oleh manajer dan pemilik (owner-manager); (b) perusahaan yang 
dipimpin oleh manajer non pemilik (non-owner-manager). Dua kriteria ini 
akan mempengaruhi manajemen laba, sebab kepemilikan seorang manajer 
akan ikut menentukan kebijakan dan pengambilan keputusan terhadap 
metode akuntansi yang diterapkan pada perusahaan yang mereka kelola. 
Secara umum dapat dikatakan bahwa persentase tertentu 
kepemilikan saham oleh pihak manajemen cenderung mempengaruhi 
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tindakan manajemen laba (Boediono, 2005). Dengan meningkatkan 
kepemilikan saham oleh manajer, diharapakan manajer akan bertindak 
sesuai dengan keinginan para principal karena manajer akan termotivasi 
untuk meningkatkan kinerja. Besar kecilnya jumlah kepemilikan saham 
manajerial dalam perusahaan dapat mengindikasikan adanya kesamaan 
kepentingan antara manajemen dengan pemegang saham. Perusahaan 
dengan kepemilikan saham yang besar seharusnya mempunyai konflik 
keagenan yang rendah pula. 
Jensen dan Meckling (1976) menyatakan bahwa untuk 
meminimalkan konflik keagenan adalah dengan meningkatkan kepemilikan 
manajerial di dalam perusahaan. (Ross et al 1999, dalam Siallagaan & 
Mas’ud, 2006) menyatakan bahwa dengan kepemilikan manajerial dalam 
perusahaan maka manajemen akan cenderung untuk berusaha meningkatkan 
kinerjanya untuk kepentingan pemegang saham dan untuk kepentingannya 
sendiri. Sensitivitas manajemen terhadap pengaruh para pemegang saham 
akan tergantung pada tingkat kontrol kepemilikan manajerial. 
2. Kepemilikan Institusional 
Melalui kepemilikan institusional, efektivitas pengelolaan sumber daya 
perusahaan oleh manajemen dapat diketahui dari informasi yang dihasilkan 
melalui reaksi pasar atas pengumuman laba. Kepemilikan institusional 
memiliki kemampuan untuk mengendalikan pihak manajemen melalui 
proses monitoring secara efektif sehingga mengurangi tindakan manajemen 
melakukan manajemen laba. Persentase saham tertentu yang dimiliki oleh 
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institusi dapat mempengaruhi proses penyusunan laporan keuangan yang 
tidak menutup kemungkinan terdapat akrualisasi sesuai kepentingan pihak 
manajemen (Boediono, 2005). 
Kepemilikan institusional umumnya bertindak sebagai pihak yang 
memonitor perusahaan. (Cai et al 2001, dalam Faisal 2004) menyatakan 
bahwa perusahaan dengan kepemilikan institusional yang besar (lebih dari 
5%) mengindikasikan kemampuannya untuk memonitor manajemen. 
Semakin besar kepemilikan institusional maka semakin efisien pemanfaatan 
aktiva perusahaan. 
3. Dewan Komisaris Independen 
Kemampuan dewan komisaris untuk mengawasi merupakan fungsi yang 
positif dari porsi dan independensi dari dewan komisaris eksternal. Dewan 
komisaris juga bertanggung jawab atas kualitas laporan yang disajikan.  
Dewan Komisaris memegang peranan yang sangat penting dalam 
perusahaan, terutama dalam pelaksanaan Good Corporate Governance. 
Menurut Egon Zehnder, Dewan Komisaris merupakan inti dari Corporate 
Governance yang ditugaskan untuk menjamin pelaksanaan strategi 
perusahaan, mengawasi manajemen dalam mengelola perusahaan, serta 
mewajibkan terlaksananya akuntabilitas. 
Pada intinya, Dewan Komisaris merupakan suatu mekanisme 
mengawasi dan mekanisme untuk memberikan petunjuk dan arahan pada 
pengelola perusahaan. Mengingat manajemen yang bertanggungjawab untuk 
meningkatkan efisiensi dan daya saing perusahaan, sedangkan Dewan 
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Komisaris bertanggungjawab untuk mengawasi manajemen, maka Dewan 
Komisaris merupakan pusat ketahanan dan kesuksesan perusahaan. (Egon 
Zehnder International, 2000 hal.12-13 dalam FCGI,2001). 
FCGI (2001) menyatakan bahwa Dewan Komisaris berada pada 
posisi untuk memastikan bahwa manajemen telah benar-benar bekerja demi 
kepentingan perusahaan sesuai strategi yang telah ditetapkan serta menjaga 
kepentingan para pemegang saham yaitu untuk meningkatkan nilai 
ekonomis perusahaan. Terlebih lagi, Dewan Komisaris memegang peranan 
penting dalam mengarahkan strategi dan mengawasi jalannya perusahaan 
serta memastikan para manajer benar-benar meningkatkan kinerja 
perusahaan sebagai pencapaian tujuan perusahaan. Hal yang terpenting 
adalah kemandirian komisaris dalam pengertian bahwa Dewan Komisaris: 
a. Memiliki kemampuan untuk membahas permasalahan tanpa campur 
tangan manajemen; 
b. Dilengkapi dengan informasi yang memadai untuk mengambil 
keputusan; 
c. Berpartisipasi secara aktif dalam penetapan agenda dan strategi. 
Hal ini menuntut adanya individu-individu dengan kualitas yang baik, 
memiliki latar belakang yang beragam, berbekal keahlian utama dan 
pemahaman yang serius tentang perusahaan dan bisnis. 
Fungsi service dan control dewan komisaris sebagai mekanisme 
corporate governance ini dapat dilihat sebagai suatu sinyal kepada para 
investor bahwa perusahaan telah dikelola sebagaimana mestinya. Investor 
Hak Cipta © milik UPN "Veteran" Jatim : 
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 31
diharapkan akan menerima sinyal ini dan bersedia membayar premium yang 
lebih tinggi untuk perusahaan yang well-governed di Indonesia (Amalia, 
2007). 
4. Komite Audit 
Sesuai dengan Kep. 29/PM/2004, Komite audit adalah komite yang 
dibentuk oleh dewan komisaris untuk melakukan tugas pengawasan 
pengelolaan perusahaan. Keberadaan Komite Audit sangat penting bagi 
pengelolaan perusahaan. Komite audit merupakan komponen baru dalam 
sistem pengendalian perusahaan. Selain itu Komite audit dianggap sebagai 
penghubung antara pemegang saham dan dewan komisaris dengan pihak 
manajemen dalam mengenai masalah pengendalian. Berdasarkan surat 
edaran BEJ, SE-008/BEJ/12-2001, keanggotaan komite audit terdiri dari 
sekurang-kurangnya tiga orang termasuk ketua komie audit. Anggota 
komite audit ini yang berasal dari komisaris hanya sebanyak satu orang, 
anggota komite yang berasal dari komisaris tersebut merupakan komisaris 
independen perusahaan tercatat sekaligus menjadi ketua komite audit. 
Anggota lain yang bukan merupakan komisaris independen harus berasal 
dari pihak eksternal yang independen (Nasution & Dody, 2007). 
Komite audit yang bertanggungjawab untuk mengawasi laporan keuangan, 
mengawasi audit eksternal, dan mengamati sistem pengendalian internal 
juga diharapkan dapat mengurangi sifat opportunistic manajemen yang 
melakukan manajemen laba. 
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Komite Audit mempunyai peran yang sangat penting dan strategis 
dalam hal memelihara kredibilitas proses penyusunan laporan keuangan 
seperti halnya menjaga terciptanya sistem pengawasan perusahaan yang 
memadai serta dilaksanakannya Good Corporate Governance. (Improving 
Audit Committee Performance: What Works Best – A Research Report 
prepared by Pricewaterhouse Coopers, the Institute of Internal Auditors 
Research Foundation, dalam FCGI, 2001). 
Seperti diatur dalam Kep-29/PM/2004 yang merupakan peraturan yang 
mewajibkan perusahaan membentuk komite audit, tugas komite audit antara 
lain: 
a. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan 
perusahaan, seperti laporan keuangan, proyeksi dan informasi keuangan 
lainnya. 
b. Melakukan penelaahan atas ketaatan perusahaan terhadap peraturan 
perundang-undangan di bidang pasar modal dan peraturan perundangan 
lainnya yang berhubungan dengan kegiatan perusahaan 
c. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor 
internal 
d. Melaporkan kepada komisaris berbagai risiko yang dihadapi perusahaan 
dan pelaksanaan manjemen risiko oleh direksi 
e. Melakukan penelaahan dan melaporkan kepada dewan komisaris atas 
pengaduan yang berkaitan dengan emiten  
f.   Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan rahasia perusahaan. 
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2.2.7.4. Manfaat Good Corporate Governance 
Banyak hal positif yang bisa dicapai dengan melaksanakan corporate 
governance. Secara mikro, manfaat GCG bagi perusahaan adalah efisiensi dan 
produktivitas (Suratman, 2000 dalam Indrayani 2001). Hal ini sangat dibutuhkan 
oleh kompetisi global karena efektif dan efisiensi usaha adalah jawaban dalam 
menghadapi kompetisi global di tengah situasi yang turbulent. 
Pelaksanaan GCG juga membawa dampak yang sangat baik terhadap 
masyarakat secara keseluruhan. Corporate governance juga berkaitan secara 
langsung dengan topik lain yaitu usaha – usaha untuk mencegah korupsi 
(Sullivan, 2000; Media Akuntansi, 2000 dalam Indrayani, 2001). Manfaat good 
corporate governance dapat disimpulkan sebagai berikut: 
1.   Entitas bisnis akan menjadi efisien 
2. Meningkatkan kepercayaan publik 
3. Menjaga going concern perusahaan 
4. Dapat mengukur target kinerja manajemen perusahaan 
5. Meningkatkan produktivitas  
6. Mengurangi distorsi (risk management). 
Maksum (2005) dalam makalahnya menyebutkan berbagai keuntungan yang 
diperoleh dengan penerapan corporate governance antara lain:  
1. Dengan good corporate governance proses pengambilan keputusan akan 
berlangsung lebih baik sehingga akan menghasilkan keputusan yang 
optimal, dapat meningkatkan efisiensi serta terciptanya budaya kerja yang 
lebih sehat. Ketiga hal ini jelas akan sangat berpengaruh positif terhadap 
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kinerja perusahaan, sehingga kinerja perusahaan akan mengalami 
peningkatan. Berbagai penelitian telah membuktikan secara empiris bahwa 
penerapan good corporate governance akan mempengaruhi kinerja 
perusahaan secara positif (Sakai dan Asaoka 2003; Jang Black dan Kim 
2003).  
2. Good corporate governance akan memungkinkan dihindarinya atau 
sekurang-kurangnya dapat diminimalkannya tindakan penyalahgunaan 
wewenang oleh pihak direksi dalam pengelolaan perusahaan. Hal ini tentu 
akan menekan kemungkinan kerugian bagi perusahaan maupun pihak 
berkepentingan lainnya sebagai akibat tindakan tersebut. Chtourou dkk 
(2001) menyatakan bahwa penerapan prinsip-prinsip corporate governance 
yang konsisten akan menghalangi kemungkinan dilakukannya rekayasa 
kinerja (earning management) yang mengakibatkan nilai fundamental 
perusahaan tidak tergambar dalam laporan keuangannya. 
3. Nilai perusahaan di mata investor akan meningkat sebagai akibat dari 
meningkatnya kepercayaan mereka kepada pengelolaan perusahaan tempat 
mereka berinvestasi. Peningkatan kepercayaan investor kepada perusahaan 
akan dapat memudahkan perusahaan mengakses tambahan dana yang 
diperlukan untuk berbagai keperluan perusahaan, terutama untuk tujuan 
ekspansi.  
4. Bagi para pemegang saham, dengan peningkatan kinerja sebagaimana 
disebut pada poin 1, dengan sendirinya akan menaikkan nilai saham mereka 
dan juga nilai dividen yang akan mereka terima. Bagi negara, hal ini juga 
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akan menaikkan jumlah pajak yang akan dibayarkan oleh perusahaan yang 
berarti akan terjadi peningkatan penerimaan negara dari sektor pajak. 
Apalagi bila perusahaan yang bersangkutan berbentuk perusahaan BUMN, 
maka peningkatan kinerja tadi juga dapat meningkatkan penerimaan negara 
dari pembagian laba BUMN.  
5. Praktik good corporate governance karyawan ditempatkan sebagai salah 
satu stakeholder yang seharusnya dikelola dengan baik oleh perusahaan, 
maka motivasi dan kepuasan kerja karyawan juga diperkirakan akan 
meningkat. Peningkatan ini dalam tahapan selanjutnya tentu dapat 
meningkatkan produktivitas dan rasa memiliki (sense of belonging) terhadap 
perusahaan.  
6. Semakin baiknya pelaksanaan corporate governance, maka tingkat 
kepercayaan para stakeholders kepada perusahaan akan meningkat sehingga 
citra positif perusahaan akan naik. Hal ini tentu saja akan dapat menekan 
biaya (cost) yang timbul sebagai akibat tuntutan para stakeholders kepada 
perusahaan. 
7. Penerapan corporate governance yang konsisten akan meningkatkan 
kualitas laporan keuangan perusahaan. Manajemen akan cenderung untuk 
tidak melakukan rekayasa terhadap laporan keuangan, karena adanya 
kewajiban untuk mematuhi berbagai aturan dan prinsip akuntansi yang 
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2.2.7.5. Hubungan corporate governance dan Manajemen Laba 
Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, fenomena manajemen laba 
telah banyak dijadikan objek penelitian dibidang akuntansi dan keuangan. Banyak 
yang mencoba mengungkapkan keberadaan manajemen laba yang dihubungkan 
dengan faktor atau keadaan tertentu yang mempengaruhinya.  
Corporate governance merupakan salah satu cara untuk mengatasi praktik 
manajemen laba. Fidyati (2004) yang meneliti mengenai hubungan mekanisme 
corporate governance yang terdiri atas kepemilikan manajerial, kepemilikan 
institusional, pemegang saham publik, dan Big-5-Auditor terhadap indikasi 
manajemen laba yang dilakukan pada periode sebelum Seasoned Equity Offering 
(SEO), penelitian ini mengemukakan bahwa kepemilikan manajerial dan 
kepemilikan institusional mempunyai hubungan yang negatif dan signifikan 
dengan manajemen laba, sedangkan variabel lainnya tidak signifikan. Midiastuty 
dan Mahfoedz (2003) menemukan bahwa mekanisme corporate governance 
mempunyai hubungan terhadap kualitas laba dan manajemen laba. Hasil 
penelitian Midiastuty dan Mahfoedz menemukan bahwa direksi mempunyai 
hubungan positif dan signifikan terhadap discretionary accrual. 
Mekanisme corporate governance yang digunakan sebagai variabel dalam 
penelitian ini, yaitu kepemilikan manajerial, komisaris independen, komite audit, 
dan kepemilikan institusional Beberapa penelitian mendukung adanya pengaruh 
variabel mekanisme-mekanisme diatas. 
 Hal ini mengindikasikan bahwa mekanisme kepemilikan manajerial, 
komisaris independen, komite audit, dan kepemilikan institusional, dalam 
Hak Cipta © milik UPN "Veteran" Jatim : 
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 37
perusahaan sebagai variabel mekanisme corporate governance mampu 
mengurangi konflik kepentingan yang timbul dari hubungan keagenan antara 
manajemen dengan pemegang saham. 
 
2.2.7.6. Hubungan Kepemilikan Manajerial dan Manajemen Laba 
Berdasarkan teori keagenan, hubungan antara manajemen dengan 
pemegang saham rawan untuk terjadinya masalah keagenan. Untuk mengurangi 
masalah keagenan tersebut salah satunya adalah dengan adanya kepemilikan 
manajerial dan kebijakan hutang. Dengan kepemilikan tersebut, manajemen akan 
merasakan langsung dampak dari setiap keputusannya termasuk dalam 
menentukan kebijakan hutang perusahaan. 
Midiastuty dan Mahfoedz (2003) melakukan penelitian dengan dua tujuan 
yaitu menguji pengaruh mekanisme corporate governance dengan manajemen 
laba yang diproksikan dengan discretionary accrual. Salah satu mekanisme yang 
diuji adalah kepemilikan manajerial. Penelitian ini menemukan bahwa 
kepemilikan manajerial mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 
discretionary accrual. 
Hasil ini menunjukkan bahwa di Indonesia kepemilikan manajerial mampu 
menjadi mekanisme corporate governance yang dapat mengurangi masalah 
ketidakselarasan kepentingan antara manajer dengan pemilik atau pemegang 
saham. Berdasarkan hasil beberapa penelitian di atas dinyatakan bahwa semakin 
besar kepemilikan manajerial maka akan semakin mengurangi kecenderungan 
manajer melakukan manajemen laba.  
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2.2.7.7. Hubungan Komisaris Independen dan Manajemen Laba 
Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya komisaris independen 
mempunyai tanggungjawab untuk mengawasi kualitas pelaporan keuangan demi 
membatasi manajemen laba di perusahaan, hal ini disebabkan karena semakin 
banyak anggota komisaris independen maka proses pengawasan yang dilakukan 
dewan ini semakin berkualitas karena dengan banyaknya pihak independen dalam 
perusahaan yang menuntut adanya transparansi dalam pelaporan keuangan. 
Wilopo (2004) menemukan bahwa komisaris independen sebagai 
mekanisme corporate governance mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 
manajemen laba.  
 
2.2.7.8. Hubungan Komite Audit dan Manajemen Laba 
Komite audit yang dipilih oleh komisaris hendaknya sesuai dengan 
peraturan yang ditetapkan oleh Bursa Efek Indonesia, hal ini diharapkan dapat 
membatasi ruang gerak manajemen untuk melakukan manajemen laba. 
Selanjutnya dalam pelaksanaan tugasnya, Komite audit dengan proporsi 
anggota eksternal yang cukup besar dan dengan pengetahuan dan pengalaman 
berkaitan dengan keuangannya, diharapkan dapat mengurangi praktik manajemen 
laba dalam perusahaan perbankan. Oleh karena itu sebaiknya komite audit 
memiliki intensitas pertemuan yang cukup untuk dapat lebih baik dalam 
memonitor masalah seperti manajemen laba. 
Sehubungan dengan komite audit yang diteliti dalam penelitian ini, 
DeFond dan Subramayam (1998) dalam Wedari (2004) bahwa resiko klien dapat 
mempengaruhi pilihan akuntansi auditor untuk lebih konservatif dari pada 
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manajemen, bagi klien yang berisiko. Hal ini berarti komite dapat mengurangi 
aktivitas manajemen laba.  
 
2.2.7.9. Hubungan Kepemilikan Institusional dan Manajemen Laba 
Menurut teori keagenan, adanya pemisahan antara kepemilikan dan 
pengelolaan perusahaan dapat menimbulkan masalah keagenan, yaitu 
ketidaksejajaran kepentingan antara principal dan agent. Hal ini memicu 
terjadinya manajemen laba. 
Kepemilikan saham oleh investor institusional atas saham perusahaan 
dengan lebih efektif akan mempengaruhi manajer dalam pengambilan keputusan 
agar manajemen perusahaan tidak seenaknya bertindak untuk kepentingannya 
sendiri, dalam hal ini melakukan praktik manajemen laba. 
Rajgopal, Venkatachalam & Jiambalvo (1999) dalam Fidyati (2004), 
membuktikan adanya hubungan negatif antara kepemilikan investor institusional 
dengan perilaku manajemen laba yang diukur dengan nilai absolut discretionary 
accrual. Penelitian ini menyimpulkan bahwa manajer sadar bahwa investor 
institusional tidak akan mudah diperdaya dengan tindakan manipulasi yang 
dilakukan manajer sehingga manajer akan menghindari manajemen laba, dan 
kepemilikan institusional mempunyai pengaruh terhadap manajemen laba dengan 
arah yang negatif, sedangkan penelitian Wedari (2004) menemukan bahwa 
kepemilikan institusional mempunyai pengaruh terhadap manajemen laba namun 
dengan arah yang positif. 
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      Uji Regresi Linier berganda 
 
2.3. Hipotesis 
 Berdasarkan perumusan masalah dan landasan teori yang telah 
dikemukakan, maka dapat disusun suatu hipotesis yang merupakan jawaban 
sementara terhadap permasalahan yang diteliti dan masih harus dibuktikan secara 
empiris, yaitu: 
 H1 : Kepemilikan manajerial, komisaris independen, komite audit, dan 













Manajemen Laba  
(Earning Management)
(Y) 
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praktek manajemen laba yang dilakukan oleh perusahaan 
telekomunikasi yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia. 
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3.1. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel 
Penelitian dalam skripsi ini menggunakan pendekatan kuantitatif 
dengan melakukan pengujian hipotesis. Penelitian ini meliputi analisis 
terhadap penerapan mekanisme good corporate governance terhadap 
aktivitas manajemen laba perusahaan, dalam menyusun laporan keuangannya 
serta kualitas laba yang dihasilkan pada perusahaan telekomunikasi yang 
terdaftar di BEI. 
Untuk menguji beberapa variabel, yaitu proporsi kepemilikan 
manajerial (X1), komisaris independen (X2), keberadaan komite audit (X3), 
dan kepemilikan institusional (X4) yang diindikasikan mempengaruhi 
manajemen laba (Y) maka akan digunakan analisis regresi berganda (multiple 
regression analysis) yang terdapat dalam program SPSS (Statistical Program 
for Social Science). 
1. Variabel Terikat (Dependen Variable) yaitu tipe variabel yang 
dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel independen (Indriantoro dan 
Supomo, 1999 : 69). Variabel terikat pada penelitian ini adalah variabel 
yang dipengaruhi oleh Good Corporate Governance, yaitu manajemen 
laba (Y).  
Manajemen Laba (Earnings Management) adalah suatu tindakan 
managemen untuk memilih kebijakan akuntansi dari suatu standart 
tertentu dengan tujuan memaksimalkan kesejahteraan dan atau nilai 
pasar perusahaan . 
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Variabel ini diukur berdasarkan proxy Discretionary Accrual 
(DA), yang merupakan kumpulan sejumlah dampak bersih atas 
kebijakan akuntansi yang mencakup portofolio penentu pendapatan 
(income).  
Skala pengukuran yang digunakan adalah skala rasio dengan 
satuan pengukuran adalah persen (%) 




 (Dechow, 1996, dalam Widyaningdyah, 2001 : 95 ) 
Keterangan : 
     DA it   :  Discreationary accruals perusahaan i pada tahun t 
     TA it   :  Total accruals perusahaan i pada tahun t 
     NDAit :  Non discreationary accruals perusahaan i pada tahun t 
Model ini dapat menggunakan ukuran tendensi sentral dalam 
aplikasinya, baik mean maupun median industry adjusted model dapat 




Variabel ini diukur berdasarkan proxy Discretionary Accrual 
(DA), yang merupakan kumpulan sejumlah dampak bersih atas 
kebijakan akuntansi yang mencakup portofolio penentu pendapatan 
(income).  
Keterangan : 
      NDA t :   Non Discretionary Accruals pada periode t 
      TAt IND   :  Total Accruals Industri (perusahaan CEO atau non CEO) 
 
DA it  = TA it  - NDA it 
 
NDA t = Mean atau Median (TA t IND) 
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      Δ CA t :  Delta Current Assets (aktiva lancar) pada tahun t 
      Δ CL t :  Delta Current Liabilities (utang lancar) pada tahun t . 
      Δ Cash t :  Delta cash and equivalent (kas dan setara kas) pada  
                             tahun t . 
      Δ STD t :  Delta debt included in current liabilities (hutang jangka    
         panjang yang jatuh tempo dalam waktu 1 tahun) pada 
                                       tahun t 
       Depr t :  Depreciation and amortization expense (biaya depresiasi  
     dan amortisasi) pada tahun t  
        A t – 1  :  Total assets (total aktiva) I tahun sebelum t  
 
2. Variabel bebas (Independent Variable), yaitu: tipe variabel yang 
menjelaskan atau mempengaruhi variabel lain. (Indriantoro dan Supomo, 
1999 : 69).  
Variabel bebas pada penelitian ini adalah Good Corporate 
Governance yang terdiri dari: 
a. Kepemilikan Manajerial (X1) 
Kepemilikan manajerial adalah persentase kumulatif saham 
yang dimiliki secara langsung oleh manajemen yang secara aktif 
ikut dalam pengambilan keputusan perusahaan (komisaris dan 
direksi). Semakin besar kepemilikan manajemen semakin kecil 
TA it = 
1-t 
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kecenderungan untuk melakukan manajemen laba karena adanya 
kesejajaran kepentingan dan tujuan. Proporsi kepemilikan 
manajerial dihitung melalui persentase saham yang dimiliki secara 
langsung oleh investor manajerial yang terdapat dalam laporan 
keuangan. 
Skala pengukuran yang digunakan adalah skala rasio, 
dengan satuan pengukurannya adalah persen (%),dan rumus yang 
digunakan (Isnanta, 2008): 
                         
 
 
b. Komisaris Independen (X2) 
Komisaris independen adalah perbandingan jumlah 
komisaris independen yang dimiliki suatu perusahaan terhadap 
jumlah seluruh anggota dewan komisaris. Semakin tinggi proporsi 
komisaris independen maka semakin baik fungsi pengawasan 
terhadap manajemen, sehingga dapat menghambat praktek 
manajemen laba. Proporsi komisaris independen yang disyaratkan 
oleh peraturan yang dikeluarkan oleh Bapepam kep-05/PM/2002 
tanggal 3 April minimal adalah 25% dari jumlah seluruh anggota 
atau proporsional dengan jumlah pemegang saham minoritas. Untuk 
perhitungan komisaris independen melalui jumlah komisaris 
independen perusahaan yang terdapat dalam laporan keuangan 
perusahaan  
Kepemilikan Manajerial  = 
saham Total
manajerialoleh  dimiliki yang sahamJumlah 
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Skala pengukuran yang digunakan adalah skala rasio, 
dengan satuan pengukurannya adalah persen (%), dan rumus yang 




c. Komite Audit  (X3) 
Komite audit ditentukan dari ada atau tidaknya komite audit 
dalam perusahaan. Sehubungan dengan fungsi yang dimiliki komite 
audit, diindikasikan bahwa perusahaan yang memiliki komite audit 
mempunyai aktivitas manajemen laba yang lebih rendah 
intensitasnya dari pada perusahaan yang tidak mempunyai komite 
audit.  
Variabel ini merupakan variabel dummy yaitu dengan  
menggunakan skala 1 untuk perusahaan yang memiliki komite audit 
dan skala 0 untuk perusahaan yang tidak memiliki komite audit 
(Effendi, 2008:25). 
 
d. Kepemilikan Institusional (X4) 
Kepemilikan institusional merupakan jumlah kumulatif dari 
persentase saham yang dimiliki oleh investor institusional yang 
dimiliki paling sedikit 5% saham perusahaan. Semakin besar 
kepemilikan investor institusional pada perusahaan, maka semakin 
rendah kecenderungan manajer melakukan aktivitas manajemen 
laba karena adanya fungsi pengawasan yang lebih baik dari 
Komisaris Independen = 
komisarisdewan  anggotaJumlah 
perusahaan independen komisarisJumlah 
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investor. Untuk menghitung kepemilikan institusional dengan cara 
persentase saham yang dimiliki oleh investor institusional yang 
terdapat dalam laporan keuangan  
Skala pengukuran yang digunakan adalah skala rasio, 
dengan satuan pengukurannya adalah persen (%), dan rumus yang 




3.2. Teknik Penentuan Sampel 
3.2.1. Populasi 
Populasi adalah himpunan individu, unit, elemen, yang memiliki ciri 
atau karakteristik yang sama (Sugiyono, 2004:55), Dari pengertian tersebut 
maka populasi yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh 
perusahaan telekomunikasi yang go publik di Bursa Efek Indonesia (BEI) 
tahun 2007 sampai dengan tahun 2010 berjumlah 7 perusahaan, yaitu 
diantaranya adalah sebagai berikut : 
1. PT. Bakrie Telecom, Tbk 
2. PT. Excelcomindo Pratama, Tbk 
3. PT. Indosat, Tbk 
4. PT. Info Asia Teknologi Global, Tbk 
5. PT. Inovisi Infracom, Tbk 
6. PT. Mobile-8 Telecom, Tbk 
7. PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk 
Kepemilikan Institusional = 
saham Total
nalinstitusioinvestor oleh  dimiliki yang sahamJumlah 
 
Hak Cipta © milik UPN "Veteran" Jatim : 
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 49
3.2.2 Sampel 
 Menurut Sugiyono (2004:91), sampel adalah bagian dari jumlah 
karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Metode pengambilan 
sampel yang digunakan adalah non probabilitas sampling dengan teknik 
purposive sampling atau dengan kriteria. Adapun kriteria yang digunakan 
untuk memilih sampel adalah sebagai berikut : 
1. Perusahaan telekomunikasi yang sudah go publik yang terdaftar di BEI 
selama periode 2007 sampai dengan 2010. 
2. Data laporan keuangan perusahaan tersedia berturut – turut untuk tahun 
pelaporan dari 2007 sampai dengan 2010. 
3. Perusahaan sampel tersebut mempublikasikan laporan keuangan auditor 
dengan menggunakan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember. 
4. Data yang tersedia lengkap (data secara keseluruhan tersedia pada publikasi 
periode 31 Desember 2007-2010), baik data mengenai good corporate 
governance perusahaaan. 
5. Perusahaan yang tidak mengalami transaksi merger, akuisisi, restrukturisasi 
dan  perubahan kelompok usaha selama periode penelitian yaitu tahun 2007-
2010. Sebab hal tersebut dapat membuat hasil perhitungan menjadi bias. 
6. PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk meraih penghargaan CGA (Corporate 
Governance Award) di tahun 2010, maka perusahaan tersebut tidak 
termasuk dalam sampel penelitian. 
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Berdasarkan kriteria yang telah disebutkan diatas maka sampel yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah berjumlah 5 perusahaan yaitu : 
1. PT. Bakrie Telecom, Tbk 
2. PT. Excelcomindo Pratama, Tbk 
3. PT. Indosat, Tbk 
4. PT. Inovisi Infracom, Tbk 
5. PT. Mobile-8 Telecom, Tbk 
 
3.3. Teknik Pengumpulan Data 
3.3.1. Jenis data 
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder 
yang merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak 
langsung melalui media perantara.   
 
3.3.2. Sumber data 
Sumber data yang diambil oleh peneliti dalam penelitian ini berasal 
dari Bursa Efek Indonesia (BEI) di Surabaya dan Fakultas Ekonomi (FE) 
UPN Veteran Jawa Timur. 
 
3.3.3. Metode Pengumpulan Data 
Adapun teknik pengumpulan data dan informasi yang dilakukan 
oleh peneliti dalam penyusunan skripsi ini, yaitu dengan cara: 
1. Metode Dokumentasi  
Peneliti ini dilakukan dengan cara pengumpulan data sekunder 
(secondary data). 
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2. Penelitian kepustakaan 
Penelitian ini dilakukan dengan cara membaca, mempelajari 
dan memamhami buku-buku literatur dan refernsi lainnya yang 
berkaitan dengan masalah yang diteliti untuk mendapatkan landasan 
teori dan berbagai penjelasan mengenai masalah yang diteliti. 
 
3.4. Teknik Analisis dan Uji Hipotesis 
3.4.1. Uji Normalitas 
Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah data mengikuti 
sebaran normal atatu tidak. Untuk mengetahui apakah data tersebut 
mengikuti sebaran normal dapat dilakukan dengan berbagai metode 
Kolmogorof Smirnov. (Sumarsono, 2004 : 40) 
Pedoman dalam mengambil keputusan apakah sebuah data 
mengikuti distribusi normal adalah: 
1. Jika nilai signifikan (nilai probabilitasnya) lebih kecil dari 5% maka 
distribusi adalah tidak normal. 
2. Jika nilai signifikan (nilai probabilitasnya) lebih besar dari 5% maka 
distribusi adalah normal. (Sumarsono, 2004 : 43) 
 
3.4.2. Uji Asumsi Klasik 
Teknik Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi 
linier berganda. Dalam persamaan regresi linier berganda harus bersifat 
BLUE (Best Linier Unbiased Estimator), artinya pengambilan keputusan 
melalui uji regrasi ini tidak bias (Sesuai dengan tujuan)  
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Untuk mengambil keputusan BLUE, maka harus dipenuhi 
diantaranya tiga asumsi klasik yang tidak boleh dilanggar oleh persamaan 
tersebut, yaitu tidak boleh ada autokorelasi, multikolinearitas, dan 
heteroskedasitas. (Gujarati, 1999 : 153) 
 
3.4.2.1. Uji Multikolinieritas 
Menurut Ghozali (2009:95) Uji multikolinieritas bertujuan intuk 
menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel 
bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi 
korelasi diantara variabel independen. Jika variabel independen saling 
berkorelasi, maka variabel ini tidak ortogonal. Variabel ortogonal 
adalah variabel independen yang nilai korelasi antar sesama variabel 
independen sama dengan nol. Alat uji yang digunakan untuk 
mengetahui ada tidaknya multikolinieritas dalam penelitian ini dengan 
melihat besarnya nilai Variance Inflation Factor (VIF). 
Dasar analisis yang digunakan yaitu jika nilai VIF (Variance 
Inflation Factor) < 10, maka hal ini berarti dalam persamaan regresi 
tidak ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas atau bebas 
Multikolinieritas. (Ghozali, 2009: 96) 
 
3.4.2.2. Uji Autokorelasi 
Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu 
model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada 
periode t dengan kesalahan pada periode (t-1). Autokorelasi muncul 
Hak Cipta © milik UPN "Veteran" Jatim : 
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 53
karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama 
lain. Masalah ini timbul karena residual (kesalahan pengganggu) tidak 
bebas dari satu observasi ke observasi yang lain. Ada beberapa cara 
untuk mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi, salah satunya adalah 
dengan uji Durbin-Watson (DW test). (Gujarati, 1999:201) 
Menurut Santoso (2002 : 218) deteksi adanya Autokolerasi 
adalah : 
a. Angka D-W di bawah - 2, hal ini berarti ada Autokolerasi positif. 
b. Angka D-W diantara -2 sampai +2, hal ini berarti tidak ada 
Autokolerasi. 
c. Angka D-W di atas + 2, hal ini berarti ada Autokolerasi negatif. 
 
3.4.2.3. Uji Heteroskedastisitas 
Menurut Ghozali (2009:125) uji heteroskedastisitas bertujuan 
menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance 
dari residual suatu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika variance 
dari residual suatu pengamat ke pengamat yang lain tetap, maka disebut 
homoskedastisitas. Berbeda jika disebut heteroskedastisitas. Model 
regresi yang baik adalah model yang bersifat homoskedastisitas atau 
tidak terjadi heteroskedastisitas. Alat uji ini dgunakan untuk menguji 
adanya heterokedasitas secara kuantitatif dalam suatu regresi dapat 
diuji dengan korelasi Rank Spearman. (Algifari, 2000: 86) 
Menurut Santoso (2002:301) deteksi adanya heteroskedastisitas 
adalah : 
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1. Nilai probabilitas > 0,05 berarti bebas dari 
heteroskedastisitas. 
2. Nilai probabilitas < 0,05 berarti terkena heteroskedastisitas. 
 
3.5. Teknik Regresi Linier Berganda 
Uji regresi bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh variabel-
variabel independen terhadap variabel dependen. Model yang dikembangkan 
dalam penelitian adalah sebagai berikut: 
Y = β0 + β1 X1 + β2 X2 + D1X3 + β4 X4 + e 
       (Anonim, 2010:L-21) 
Dimana: 
Y  = Manajemen laba 
X1  = Kepemilikan Manajerial 
X2  = Komisaris Independen 
X3  = Komite Audit (0 jika tidak ada komite audit, 1 jika ada 
    komite audit) 
X4  = Kepemilikan Institusional 
e  = error term 
β0  = Konstanta 
β1, β2, β4 = Koefisien regresi 
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3.6. Uji Hipotesis 
3.6.1. Uji Kesesuaian Model atau Uji F 
Uji ini digunakan untuk mengetahui sesuai tidaknya model regresi 
yang dihasilkan guna melihat pengaruh kepemilikan manajerial, komisaris 
independen, komite audit, dan kepemilikan institusional terhadap praktek 
manajemen laba yang dilakukan oleh perusahaan telekomunikasi yang 
terdaftar di Bursa Efek Indonesia (Anonim, 2010 : L-21) 
Prosedur Pengujian : 
1. Ho : β1 = 0,  (menunjukkan model regresi yang dihasilkan tidak cocok      
guna melihat pengaruh kepemilikan manajerial, komisaris 
independen, komite audit, dan kepemilikan institusional 
terhadap praktek manajemen laba yang dilakukan oleh 
perusahaan telekomunikasi yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia). 
      H1 : β1 ≠ 0, (menunjukkan model regresi yang dihasilkan cocok guna 
melihat pengaruh kepemilikan manajerial, komisaris 
independen, komite audit, dan kepemilikan institusional 
terhadap praktek manajemen laba yang dilakukan oleh 
perusahaan telekomunikasi yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia). 
2. Tingkat signifikan yang digunakan adalah 0,05.  
3. Kriteria keputusan  
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i. Jika nilai probabilitas > 0,05, maka H0 diterima dan H1 ditolak 
yang berarti model regresi yang dihasilkan tidak cocok guna 
melihat pengaruh kepemilikan manajerial, komisaris independen, 
komite audit, dan kepemilikan institusional terhadap praktek 
manajemen laba yang dilakukan oleh perusahaan telekomunikasi 
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 
ii. Jika nilai probabilitas < 0,05, maka H0 ditolak dan H1 diterima 
yang berarti model regresi yang dihasilkan cocok guna melihat 
pengaruh kepemilikan manajerial, komisaris independen, komite 
audit, dan kepemilikan institusional terhadap praktek manajemen 
laba yang dilakukan oleh perusahaan telekomunikasi yang 
terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 
 
3.6.2. Uji Parsial atau Uji t 
Uji ini digunakan untuk mengetahui dan membuktikan secara 
empiris pengaruh kepemilikan manajerial, komisaris independen, komite 
audit, dan kepemilikan institusional secara parsial terhadap praktek 
manajemen laba yang dilakukan oleh perusahaan telekomunikasi yang 
terdaftar di Bursa Efek Indonesia (Anonim, 2010: L-21) 
Prosedur Pengujian : 
1. Ho : β1 = 0,  (menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial, komisaris  
independen, komite audit, dan kepemilikan institusional 
secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap 
praktek manajemen laba yang dilakukan oleh perusahaan 
telekomunikasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia). 
Hak Cipta © milik UPN "Veteran" Jatim : 
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 57
      H1 : β1 ≠ 0, (menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial, komisaris  
independen, komite audit, dan kepemilikan institusional 
secara parsial berpengaruh signifikan terhadap praktek 
manajemen laba yang dilakukan oleh perusahaan 
telekomunikasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia). 
 
2. Tingkat signifikan yang digunakan adalah 0,05.  
3. Kriteria keputusan  
i. Jika nilai probabilitas > 0,05, maka H0 diterima dan H1 ditolak 
yang berarti kepemilikan manajerial, komisaris independen, 
komite audit, dan kepemilikan institusional secara parsial tidak 
berpengaruh signifikan terhadap praktek manajemen laba yang 
dilakukan oleh perusahaan telekomunikasi yang terdaftar di Bursa 
Efek Indonesia. 
ii. Jika nilai probabilitas < 0,05, maka H0 ditolak dan H1 diterima 
yang berarti kepemilikan manajerial, komisaris independen, 
komite audit, dan kepemilikan institusional secara parsial 
berpengaruh signifikan terhadap praktek manajemen laba yang 
dilakukan oleh perusahaan telekomunikasi yang terdaftar di Bursa 
Efek Indonesia. 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
4.1. Deskripsi Obyek Penelitian 
Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 5 perusahaan 
telekomunikasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2007 
sampai dengan 2010. Untuk itu lebih jelasnya, berikut ini gambaran umum 
dari masing-masing perusahaan yang dijadikan sampel, yaitu : 
1. PT. Bakrie Telecom, Tbk  
PT. Bakrie Telecom, Tbk didirikan dengan berdasarkan akta 
Notaris No. 94, yang dibuat dihadapkan Muhani Salim, SH, tanggal 13 
Agustus 1993 
Ruang lingkup kegiatan Perusahaan meliputi penyediaan jaringan 
dan penyelenggaraan jasa telekomunikasi dengan daerah operasi 
mencakup Jakarta, beberapa wilayah di Jawa Barat, Banten, Jawa 
Tengah, Jawa Timur, Bali, Sumatera, Sulawesi dan Kalimantan. 
Perusahaan berdomisili di Jakarta dengan kantor pusat berlokasi di 
Wisma Bakrie, Lantai 2, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. B-1, Jakarta Selatan 
dan memulai beroperasi secara komersial pada tanggal 1 Nopember 
1995. 
 
2. PT. Excelcomindo Pratama, Tbk  
PT. Excelcomindo Pratama, Tbk, didirikan pada tanggal 6 
Oktober 1989, dengan berdasarkan akta Notaris No. 55 yang dibuat 
dihadapkan Rachmat Santoso, SH. 
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Ruang lingkup kegiatan perusahaan sesuai dengan Anggaran 
Dasar, tujuan Perseroan adalah melakukan kegiatan dalam usaha 
penyelenggaraan jasa telekomunikasi dan/atau jaringan telekomunikasi 
dan/atau multimedia. Perseroan memulai operasi komersialnya 
 
3. PT. Indosat, Tbk  
PT. Indosat, Tbk, didirikan pada tanggal 10 November 1967, 
dengan berdasarkan akta Notaris No. 55 yang dibuat dihadapkan 
Mohamad Said Tadjoedin, S.H.  
Ruang lingkup kegiatan perusahaan menyelenggarakan jaringan 
dan jasa telekomunikasi serta usaha informatika dengan melaksanakan 
kegiatan-kegiatan di bawah ini: 
a. Menjalankan kegiatan penyediaan dan pelayanan jaringan dan/atau 
jasa telekomunikasi serta usaha informatika. 
b. Menjalankan kegiatan perencanaan, pembangunan sarana dan 
pengadaan fasilitas telekomunikasi serta usaha informatika 
termasuk pengadaan sumber daya yang mendukung. 
c. Menjalankan kegiatan pengoperasian (meliputi pemasaran serta 
penjualan jaringan dan jasa telekomunikasi serta usaha informatika 
yang diselenggarakan Perusahaan), melakukan pemeliharaan, 
penelitian dan pengembangan sarana dan fasilitas telekomunikasi 
serta usaha informatika dan penyelenggaraan pendidikan dan 
latihan (baik di dalam maupun di luar negeri). 
d. Menjalankan pelayanan yang berhubungan dengan pengembangan 
jaringan dan/atau jasa telekomunikasi serta usaha informatika. 
Perusahaan memulai kegiatan operasinya pada tahun 1969. 
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4. PT. Inovisi Infracom, Tbk  
PT. Inovisi Infracom, Tbk, didirikan pada tanggal 11 Mei 2007, 
dengan berdasarkan akta Notaris No.3 yang dibuat dihadapkan Efran 
Yuniarto, S.H., M.Kn. 
Ruang lingkup kegiatan usaha Perusahaan antara lain bergerak 
dalam bidang penyelenggaraan jasa infrastruktur telekomunikasi 
bergerak (mobile telecommunication infrastructure services). 
Perusahaan berdomisili di Jakarta dan berlokasi di Gedung The East 
Office Tower Lt. 30 Unit 05, Jl. Lingkar Mega Kuningan Kav. E.3.2 No. 
1, Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan. Perusahaan memulai 
kegiatan operasi komersialnya pada bulan Juli 2007.  
 
5. PT. Mobile-8 Telecom, Tbk  
PT. Mobile-8 Telecom, didirikan pada tanggal 13 Agustus 1993, 
dengan berdasarkan akta Notaris No.94 yang dibuat dihadapkan Muhani 
Salim, SH. 
Ruang lingkup kegiatan perusahaan meliputi penyediaan jaringan 
dan penyelenggaraan jasa telekomunikasi dengan daerah operasi 
mencakup Jakarta, beberapa wilayah di Jawa Barat, Banten, Jawa 
Tengah, Jawa Timur, Bali, Sumatera, Sulawesi dan Kalimantan. 
Perusahaan berdomisili di Jakarta dengan kantor pusat berlokasi di 
Wisma Bakrie, Lantai 2, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. B-1, Jakarta Selatan 
dan memulai beroperasi secara komersial pada tanggal 1 November 
1995. 
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4.2. Deskripsi Hasil Penelitian 
Jenis data yang digunakan adalah data sekunder, dan sumber data 
berasal dari PT. Bursa Efek Indonesia dan Fakultas Ekonomi (FE) UPN 
Veteran Jawa Timur. Dan berikut ini merupakan hasil dari rekapitulasi data 
yang diperoleh selama periode penelitian, untuk masing – masing 
variabel,.yaitu sebagai berikut : 
1. Manajemen Laba (Earnings Management) (Y)  
Variabel ini diukur berdasarkan proxy Discretionary Accrual 
(DA), yang merupakan kumpulan sejumlah dampak bersih atas 
kebijakan akuntansi yang mencakup portofolio penentu pendapatan 
(income).  
Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan selama 
periode penelitian, dapat dilihat pada tabel 4.1, sebagai berikut 
Tabel. 4.1 Rekapitulasi Data : “Manajemen Laba (Y)” 
         Periode 2008 – 2010 
Discretionary Accrual (DA) 
Periode Penelitian No Nama Perusahaan 
2008 2009 2010 
1 PT. Bakrie Telecom, Tbk 408,16 1.159,68 288,83 
2 PT. Excelcomindo Pratama, Tbk 408,43 1.159,67 288,34 
3 PT. Indosat, Tbk 408,76 1.159,32 288,38 
4 PT. Inovisi Infracom, Tbk  -1.634,19  -4.638,40  -1.154,04 
5 PT. Mobile-8 Telecom, Tbk      408,83   1.159,72      288,49 
                Sumber : Lampiran. 1 
Berdasarkan pada tabel 4.1 dapat diinterprestasikan bahwa 
besarnya nilai Discretionary Accrual (DA) tertinggi untuk tahun 2008 – 
2009 dimiliki oleh PT. Mobile-8 Telecom, Tbk, yaitu untuk tahun 2008 
sebesar 408,83, untuk tahun 2009 sebesar 1.159,72, dan untuk tahun 
2010 dimiliki oleh PT. Bakrie Telecom,  Tbk, yaitu sebesar 288,83, 
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sedangkan nilai Discretionary Accrual (DA) yang terendah dimiliki oleh 
PT. Inovisi Infracom, Tbk, yaitu untuk tahun 2008 sebesar -1.634,19, 
untuk tahun 2009 sebesar -4.638,40, dan untuk tahun 2010 sebesar -
1.154,04. 
 
2. Kepemilikan Manajerial (X1)  
Kepemilikan manajerial adalah persentase kumulatif saham yang 
dimiliki secara langsung oleh manajemen yang secara aktif ikut dalam 
pengambilan keputusan perusahaan (komisaris dan direksi). 
Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan selama 
periode penelitian, dapat dilihat pada tabel 4.2, sebagai berikut 
Tabel. 4.2 Rekapitulasi Data : “Kepemilikan Manajerial (X1)” 
         Periode 2008 – 2010 
Kepemilikan Manajerial (X1) 
Periode Penelitian No Nama Perusahaan 
2008 2009 2010 
1 PT. Bakrie Telecom, Tbk 46,25 39,59 21,06 
2 PT. Excelcomindo Pratama, Tbk 0,00 0,01 0,03 
3 PT. Indosat, Tbk 0,01 0,00 0,00 
4 PT. Inovisi Infracom, Tbk 0,00 0,00 0,00 
5 PT. Mobile-8 Telecom, Tbk 0,00 0,00 0,00 
                Sumber : Lampiran. 2 
Berdasarkan pada tabel 4.2 dapat diinterprestasikan bahwa 
besarnya nilai Kepemilikan Manajerial tertinggi untuk tahun 2008 – 
2010 dimiliki oleh PT. Bakrie Telecom, Tbk, yaitu untuk tahun 2008 
sebesar 46,25%, untuk tahun 2009 sebesar39,59%, dan untuk tahun 
2010 sebesar 21,06%, sedangkan nilai Kepemilikan Manajerial yang 
terendah untuk tahun 2008 dimiliki oleh PT. Excelcomindo Pratama, 
Tbk,  PT. Inovisi Infracom, Tbk, dan PT. Mobile-8 Telecom, Tbk yaitu 
sebesar 0,00%, sedangkan untuk tahun 2009 dan 2010 dimiliki oleh PT. 
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Indosat, Tbk, PT. Inovisi Infracom, Tbk, dan PT. Mobile-8 Telecom, 
Tbk yaitu sebesar 0,00 %. 
3. Komisaris Independen (X2)  
Komisaris independen adalah perbandingan jumlah komisaris 
independen yang dimiliki suatu perusahaan terhadap jumlah seluruh 
anggota dewan komisaris 
Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan selama 
periode penelitian, dapat dilihat pada tabel 4.3, sebagai berikut 
Tabel. 4.3 Rekapitulasi Data : “Komisaris Independen (X2)” 
         Periode 2008 – 2010 
Komisaris Independen (X2) 
Periode Penelitian No Nama Perusahaan 
2008 2009 2010 
1 PT. Bakrie Telecom, Tbk 40,00 40,00 40,00 
2 PT. Excelcomindo Pratama, Tbk        33,33 42,86 50,00 
3 PT. Indosat, Tbk        40,00 40,00 40,00 
4 PT. Inovisi Infracom, Tbk        33,33         33,33         33,33 
5 PT. Mobile-8 Telecom, Tbk        50,00       100,00      100,00 
                Sumber : Lampiran. 3 
Berdasarkan pada tabel 4.3 dapat diinterprestasikan bahwa 
besarnya jumlah Komisaris Independen tertinggi untuk tahun 2008 – 
2010 dimiliki oleh PT. Mobile-8 Telecom, Tbk, yaitu sebesar100,00%, 
sedangkan jumlah Komisaris Independen yang terrendah untuk tahun 
2008 dimiliki oleh PT. Excelcomindo Pratama, Tbk dan PT. Inovisi 
Infracom, Tbk yaitu sebesar 33,33%, sedangkan untuk tahun 2009 dan 
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4. Komite Audit (X3)  
Variabel ini merupakan variabel dummy yaitu dengan  
menggunakan skala 1 untuk perusahaan yang memiliki komite audit dan 
skala 0 untuk perusahaan yang tidak memiliki komite audit 
Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan selama 
periode penelitian, dapat dilihat pada tabel 4.4, sebagai berikut 
Tabel. 4.4 Rekapitulasi Data : “Komite Audit (X3)” 
         Periode 2008 – 2010 
Komite Audit (X3) 
Periode Penelitian No Nama Perusahaan 
2008 2009 2010 
1 PT. Bakrie Telecom, Tbk 1 1 1 
2 PT. Excelcomindo Pratama, Tbk 1 1 1 
3 PT. Indosat, Tbk 1 1 1 
4 PT. Inovisi Infracom, Tbk 1 0 1 
5 PT. Mobile-8 Telecom, Tbk 1 1 1 
                Sumber : Lampiran. 4 
Berdasarkan pada tabel 4.4 dapat diinterprestasikan bahwa 
hampir sebagian besar perusahaan untuk tahun 2008 – 2010 memiliki 
atau menggunakan komite audit, terkecuali untuk tahun 2009 PT. 
Inovisi Infracom, Tbk tidak menggunakan komite audit. 
 
5. Kepemilikan Institusional (X4)  
Kepemilikan institusional merupakan jumlah kumulatif dari 
persentase saham yang dimiliki oleh investor institusional yang dimiliki 
paling sedikit 5% saham perusahaan 
Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan selama 
periode penelitian, dapat dilihat pada tabel 4.5, sebagai berikut 
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Tabel. 4.5 Rekapitulasi Data : “Kepemilikan Institusional (X4)” 
         Periode 2008 – 2010 
Kepemilikan Institusional (X4) 
Periode Penelitian No Nama Perusahaan 
2008 2009 2010 
1 PT. Bakrie Telecom, Tbk        49,97 60,41 78,94 
2 PT. Excelcomindo Pratama, Tbk 99,77         99,80 80,00 
3 PT. Indosat, Tbk 88,32 79,29 84,40 
4 PT. Inovisi Infracom, Tbk      100,00 92,87         93,28 
5 PT. Mobile-8 Telecom, Tbk 73,82         47,31         36,45 
                Sumber : Lampiran. 5 
Berdasarkan pada tabel 4.5 dapat diinterprestasikan bahwa 
besarnya nilai Kepemilikan Institusional tertinggi untuk tahun 2008 
dimiliki oleh PT. Inovisi Infracom, Tbk yaitu sebesar 100,00%, 
sedangkan terrendah dimiliki oleh PT. Bakrie Telecom, Tbk yaitu 
sebesar 49,97%, untuk tahun 2009 besarnya nilai Kepemilikan 
Institusional tertinggi dimiliki oleh PT. Excelcomindo Pratama, Tbk 
yaitu sebesar 99,80%, sedangkan terrendah dimiliki oleh PT. Mobile-8 
Teleco, Tbk yaitu sebesar 47,31%, Dan untuk tahun 2010 besarnya nilai 
Kepemilikan Institusional tertinggi dimiliki oleh PT. Inovisi Infracom, 
Tbk yaitu sebesar 93,28%, sedangkan terrendah dimiliki oleh PT. 
Mobile-8 Teleco, Tbk yaitu sebesar 36,45%, 
 
4.2.1. Uji Normalitas 
Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah data mengikuti 
sebaran normal atatu tidak. Untuk mengetahui apakah data tersebut 
mengikuti sebaran normal dapat dilakukan dengan berbagai metode 
Kolmogorof Smirnov (Sumarsono, 2004 : 40) 
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Pedoman dalam mengambil keputusan apakah sebuah data 
mengikuti distribusi normal adalah: 
1. Jika nilai signifikan (nilai probabilitasnya) lebih kecil dari 5% maka 
distribusi adalah tidak normal 
2. Jika nilai signifikan (nilai probabilitasnya) lebih besar dari 5% maka 
distribusi adalah normal. (Sumarsono, 2004 : 43) 
Berdasarkan hasil uji normalitas dengan alat bantu komputer yang 
menggunakan Program SPSS. 16.0, dapat dilihat pada tabel 4.6, sebagai 
berikut : 
Tabel 4.6  Hasil Uji Normalitas  




Normal Parametersa Std. Deviation 725,73714415 
Absolute 0,167 
Positive 0,119 
Most Extreme Differences Negative -0,167 
Kolmogorov-Smirnov Z 0,645 
Asymp. Sig. (2-tailed) 0,799 
                 Sumber : Lampiran  6 
Berdasarkan pada tabel 4.6 di atas menunjukkan bahwa nilai 
signifikan (nilai probabilitasnya) sebesar 0,799 lebih besar dari 5%, dan 
sesuai dengan dasar pedoman dalam pengambilan keputusan, hal ini berarti 





Hak Cipta © milik UPN "Veteran" Jatim : 
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 67
4.2.2. Uji Asumsi Klasik  
Berdasarkan hasil uji asumsi klasik dengan alat bantu komputer 
yang menggunakan Program SPSS. 16.0 For Windows. diperoleh hasil 
sebagai berikut  
4.2.2.1. Multikolinieritas  
Alat uji yang digunakan untuk mengetahui ada tidaknya 
multikolinieritas dalam penelitian ini dengan melihat besarnya nilai 
Variance Inflation Factor (VIF). 
Dasar analisis yang digunakan yaitu jika nilai VIF (Variance 
Inflation Factor) < 10, maka hal ini berarti dalam persamaan regresi 
tidak ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas atau bebas 
Multikolinieritas (Ghozali, 2009: 96). 
Berdasarkan hasil Uji Multikolinieritas dengan alat bantu 
komputer yang menggunakan Program SPSS. 16.0, dapat dilihat pada 
tabel 4.7, sebagai berikut 
Tabel 4.7. Hasil Uji Multkolinieritas 
Variabel VIF Keterangan 
Kepemilikan manajerial (X1) 5,012 Bebas Multikolinieritas 
Komisaris independen (X2) 9,634 Bebas Multikolinieritas 
Komite audit (X3) 1,071 Bebas Multikolinieritas 
Kepemilikan institusional (X4) 8,352 Bebas Multikolinieritas 
                     Sumber : Lampiran  7 
Berdasarkan pada tabel 4.7 di atas menunjukkan bahwa seluruh 
variabel bebas (X) yang digunakan dalam penelitian ini baik X1, X2, X3, 
dan X4, mempunyai nilai VIF (Variance Inflation Factor) < 10, dan 
sesuai dengan dasar analisis yang digunakan, maka hal ini berarti dalam 
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persamaan regresi tidak ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas 
atau bebas Multikolinieritas. 
 
4.2.2.2. Autokorelasi 
Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan 
sepanjang waktu berkaitan satu sama lain. Masalah ini timbul karena 
residual (kesalahan pengganggu) tidak bebas dari satu observasi ke 
observasi yang lain. Ada beberapa cara untuk mendeteksi ada atau 
tidaknya autokorelasi, salah satunya adalah dengan uji Durbin-Watson 
(DW test). (Gujarati, 1999:201) 
Menurut Santoso (2002 : 218) deteksi adanya Autokolerasi 
adalah : 
a. Angka D-W di bawah - 2, hal ini berarti ada Autokolerasi positif. 
b. Angka D-W diantara -2 sampai +2, hal ini berarti tidak ada 
Autokolerasi. 
c. Angka D-W di atas + 2, hal ini berarti ada Autokolerasi negatif. 
Berdasarkan dari hasil “Uji Autokorelasi” dengan alat bantu 
komputer yang menggunakan Program SPSS. 16.0. For Windows dapat 
diketahui bahwa besarnya nilai Durbin Watson atau DW tes yaitu 
sebesar 1,914 (Lampiran. 7), berada diantara -2 sampai +2, dan sesuai 
dengan dasar pengambilan keputusan, hal ini berarti bahwa dalam 
persamaan regresi tersebut tidak ada Autokolerasi 
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4.2.2.3. Heteroskedastisitas 
Model regresi yang baik adalah model yang bersifat 
homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Alat uji ini 
dgunakan untuk menguji adanya heterokedasitas secara kuantitatif 
dalam suatu regresi dapat diuji dengan korelasi Rank Spearman. 
(Algifari, 2000: 86) 
Menurut Santoso (2002:301) deteksi adanya heteroskedastisitas 
adalah: 
a. Nilai probabilitas > 0,05, hal ini berarti bebas dari 
heteroskedastisitas. 
b. Nilai probabilitas < 0,05, hal ini berarti terkena heteroskedastisitas 
Berdasarkan hasil Uji Heteroskedastisitas dengan alat bantu 
komputer yang menggunakan Program SPSS. 16.0., dapat dilihat pada 
tabel 4.8, sebagai berikut 
Tabel 4.8. Hasil Uji Heteroskedastisitas 
Variabel Probabilitas (Sig (2 - tailed) Keterangan 
Kepemilikan manajerial (X1) 0,255 Bebas Heteroskedastisitas 
Komisaris independen (X2) 0,506 Bebas Heteroskedastisitas 
Komite audit (X3) 0,660 Bebas Heteroskedastisitas 
Kepemilikan institusional (X4) 0,940 Bebas Heteroskedastisitas 
                 Sumber : Lampiran  8 
Berdasarkan pada tabel 4.8 di atas menunjukkan bahwa seluruh 
variabel bebas (X) yang digunakan dalam penelitian ini baik X1, X2, 
X3, dan X4, mempunyai nilai Sig (2-tailed) > 0,05, dan sesuai dengan 
dasar analisis yang digunakan maka hal ini berarti dalam model regresi 
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tidak terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke 
pengamatan lainnya atau bebas Heteroskedastisitas. 
Setelah dilakukan Uji Asumsi Klasik tersebut di atas, maka dapat 
disimpulkan bahwa model persamaan regresi linier dalam penelitian ini, 
bebas dari asumsi dasar (klasik) tersebut, sehingga pengambilan keputusan 
melalui uji F dan uji t yang akan dilakukan dalam penelitian ini tidak akan 
bias atau sesuai dengan tujuan penelitian. 
 
4.3. Teknik Analisis Dan Uji Hipotesis 
4.3.1. Teknik Analisis Regresi Linier Berganda 
Uji regresi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh 
variabel-variabel independen terhadap variabel dependen. 
Berdasarkan dari hasil Uji analisis regresi linier berganda dengan 
alat bantu komputer yang menggunakan program SPSS.16.0, dapat dilihat 
pada tabel 4.9, sebagai berikut : 
Tabel 4.9. Hasil Pendugaan Parameter Regresi Linier Berganda 
Nilai Koefisien 
Model 
( B ) 
(Constant) -5.223,523 
Kepemilikan manajerial (X1) 15,297 
Komisaris independen (X2) 14,242 
Komite audit (X3) 4.652,311 
1 
Kepemilikan institusional (X4) 1,189 
            Sumber : Lampiran. 7 
Berdasarkan pada 4.9. dapat dibuat model persamaan regresi 
sebagai berikut : 
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          Y = - 5.223,523 + 15,297 X1 + 14,242 X2 + 4.652,311 X3  + 1,189 X4 
Dari model persamaan regresi linier tersebut di atas, dapat 
diinterprestasikan, sebagai berikut : 
Konstanta (b0) 
Nilai konstanta (b0) sebesar - 5.223,523 menunjukkan bahwa, 
apabila variabel kepemilikan manajerial, komisaris independen, komite 
audit, dan kepemilikan institusional, konstan maka besarnya nilai praktek 
manajemen laba yaitu sebesar - 5.223,523. 
 
Konstanta (b1) Untuk Variabel Kepemilikan Manajerial (X1) 
Besarnya nilai koefisien regresi (b1) sebesar 15,297 nilai (b1) yang 
positif menunjukkan adanya hubungan yang searah antara variabel praktek 
manajemen laba (Y) dengan variabel kepemilikan manajerial (X1) yang 
artinya jika nilai variabel kepemilikan manajerial (X1) naik sebesar satu 
satuan, maka besarnya nilai variabel praktek manajemen laba (Y) akan naik 
sebesar 15,297 satuan dengan asumsi bahwa variabel bebas lainnya bersifat 
konstan. 
 
Konstanta (b2) Untuk Variabel Komisaris Independen (X2) 
Besarnya nilai koefisien regresi (b2) sebesar 14,242 nilai (b2) yang 
positif menunjukkan adanya hubungan yang searah antara variabel praktek 
manajemen laba (Y) dengan variabel komisaris independen (X2) yang 
artinya jika nilai variabel komisaris independen (X2) naik sebesar satu 
satuan, maka besarnya nilai variabel praktek manajemen laba (Y) akan naik 
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sebesar 14,242 satuan dengan asumsi bahwa variabel bebas lainnya bersifat 
konstan. 
 
Konstanta (D1) Untuk Variabel Komite Audit (X3) 
Besarnya nilai koefisien regresi (D1) sebesar 4.652,311 nilai (D1) 
yang positif menunjukkan adanya hubungan yang searah antara variabel 
praktek manajemen laba (Y) dengan variabel komite audit (X3) yang 
artinya jika nilai variabel komite audit (X3) naik sebesar satu satuan, maka 
besarnya nilai variabel praktek manajemen laba (Y) akan naik sebesar 
4.652,311 satuan dengan asumsi bahwa variabel bebas lainnya bersifat 
konstan. 
 
Konstanta (b4) Untuk Variabel Kepemilikan Institusional (X4) 
Besarnya nilai koefisien regresi (b4) sebesar 1,189 nilai (b4) yang 
positif menunjukkan adanya hubungan yang searah antara variabel praktek 
manajemen laba (Y) dengan variabel kepemilikan institusional (X4) yang 
artinya jika nilai variabel kepemilikan institusional (X4) naik sebesar satu 
satuan, maka besarnya nilai variabel praktek manajemen laba (Y) akan naik 
sebesar 1,189 satuan dengan asumsi bahwa variabel bebas lainnya bersifat 
konstan. 
 
4.3.2. Uji Hipotesis 
4.3.2.1. Uji Kesesuaian Model Atau Uji F  
Uji ini digunakan untuk mengetahui sesuai tidaknya model regresi 
yang dihasilkan guna melihat pengaruh kepemilikan manajerial, 
komisaris independen, komite audit, dan kepemilikan institusional 
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terhadap praktek manajemen laba yang dilakukan oleh perusahaan 
telekomunikasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 
Dari hasil Uji Kesesuaian Model atau Uji F dengan menggunakan 
alat bantu komputer dengan program SPSS.16.0, For Windows mengenai 
analisis hubungan kesesuaian model, dapat dilihat pada tabel 4.10, 
sebagai berikut: 
Tabel  4.10. Hasil Analisis Hubungan Kesesuaian Model 
Nilai F hitung Nilai Signifikan Ketentuan Keterangan 
8,314 0,003 0,05 Berpengaruh Signifikan 
               Sumber ; Lampiran. 7 
Berdasarkan pada tabel 4.10 di atas menunjukkan bahwa besarnya 
nilai F hitung sebesar 8,314 dengan tingkat taraf signifikansi sebesar 
0,003 (lebih kecil dari 0,05), maka H0 ditolak dan H1 diterima, yang 
berarti bahwa model regresi yang dihasilkan cocok guna melihat 
pengaruh kepemilikan manajerial, komisaris independen, komite audit, 
dan kepemilikan institusional terhadap praktek manajemen laba yang 
dilakukan oleh perusahaan telekomunikasi yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia. 
Sedangkan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh dari 
kepemilikan manajerial, komisaris independen, komite audit, dan 
kepemilikan institusional terhadap praktek manajemen laba yang 
dilakukan oleh perusahaan telekomunikasi yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia, dapat diketahui dengan menghitung nilai Adjusted R square 
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Dari hasil pengujian juga diperoleh nilai Adjusted R square yang 
dapat dilihat pada tabel 4.11, sebagai berikut: 
Tabel. 4.11 : Adjusted R square 
Model Summaryb 
Model Adjusted R Square 
1 0.676 
                                Sumber ; Lampiran. 7 
Berdasarkan tabel 4.11 di atas menunjukkan besarnya nilai 
Adjusted R square sebesar 0,676, hal ini menunjukkan bahwa perubahan 
yang terjadi pada variabel praktek manajemen laba yang dilakukan oleh 
perusahaan telekomunikasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sebesar 
67,6% dipengaruhi oleh variabel kepemilikan manajerial, komisaris 
independen, komite audit, dan kepemilikan institusional, sedangkan 
sisanya 32,4% dijelaskan oleh faktor lain yang tidak termasuk dalam 
model. 
 
4.3.2.2. Uji Parsial atu Uji t 
Uji ini digunakan untuk mengetahui dan membuktikan secara 
empiris pengaruh kepemilikan manajerial, komisaris independen, komite 
audit, dan kepemilikan institusional secara parsial terhadap praktek 
manajemen laba yang dilakukan oleh perusahaan telekomunikasi yang 
terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 
Dari hasil Uji Parsial atau Uji t dengan menggunakan alat bantu 
komputer dengan program SPSS.16.0, For Windows mengenai analisis 
hubungan secara parsial, dapat dilihat pada tabel 4.12, sebagai berikut : 
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Tabel 4.12 : Hasil Analisis Varians Hubungan Secara Parsial  
Variabel t hitung Sig Keterangan 
Kepemilikan manajerial (X1) 0,463 0,653 Tidak Berpengaruh Signifikan 
Komisaris independen (X2) 0,437 0,671 Tidak Berpengaruh Signifikan 
Komite audit (X3) 5,058 0,000 Berpengaruh Signifikan 
Kepemilikan institusional (X4) 0,031 0,976 Tidak Berpengaruh Signifikan 
         Sumber ; Lampiran. 7 
Berdasarkan dari tabel 4.12 di atas dapat diinterprestasikan, yaitu 
sebagai berikut : 
1. Pengaruh Kepemilikan Manajerial (X1) Secara Parsial terhadap 
Praktek Manajemen Laba (Y)  
Berdasarkan tabel 4.12 di atas menunjukkan besarnya nilai t 
hitung sebesar 0,463, dengan tingkat signifikansi sebesar 0,653 (lebih 
besar dari 0,05), maka H1 ditolak dan H0 diterima yang berarti 
kepemilikan manajerial secara parsial tidak berpengaruh signifikan 
terhadap praktek manajemen laba yang dilakukan oleh perusahaan 
telekomunikasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 
2. Pengaruh Komisaris Independen (X2) Secara Parsial terhadap 
Praktek Manajemen Laba (Y)  
Berdasarkan tabel 4.12 di atas menunjukkan besarnya nilai t 
hitung sebesar 0,437, dengan tingkat signifikansi sebesar 0,671 (lebih 
besar dari 0,05), maka H1 ditolak dan H0 diterima yang berarti , 
komisaris independen secara parsial tidak berpengaruh signifikan 
terhadap praktek manajemen laba yang dilakukan oleh perusahaan 
telekomunikasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 
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3. Pengaruh Komite Audit (X3) Secara Parsial terhadap Praktek 
Manajemen Laba (Y)  
Berdasarkan tabel 4.12 di atas menunjukkan besarnya nilai t 
hitung sebesar 5,058, dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000 (lebih 
kecil dari 0,05), maka H0 ditolak dan H1 diterima yang berarti , komite 
audit secara parsial berpengaruh signifikan terhadap praktek 
manajemen laba yang dilakukan oleh perusahaan telekomunikasi 
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 
 
4. Pengaruh Kepemilikan Institusional (X4) Secara Parsial terhadap 
Praktek Manajemen Laba (Y)  
Berdasarkan tabel 4.12 di atas menunjukkan besarnya nilai t 
hitung sebesar 0,031, dengan tingkat signifikansi sebesar 0,976 (lebih 
besar dari 0,05), maka H1 ditolak dan H0 diterima yang berarti , 
kepemilikan institusional secara parsial tidak berpengaruh signifikan 
terhadap praktek manajemen laba yang dilakukan oleh perusahaan 
telekomunikasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 
Berdasarkan dari hasil Uji Kesesuaian Model atau Uji F 
menunjukkan bahwa model regresi yang dihasilkan cocok guna 
melihat pengaruh kepemilikan manajerial, komisaris independen, 
komite audit, dan kepemilikan institusional terhadap praktek 
manajemen laba yang dilakukan oleh perusahaan telekomunikasi 
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, akan tetapi berdasarkan dari 
hasil Uji Parsial atau Uji t menunjukkan bahwa hanya untuk variabel 
komite audit yang secara parsial berpengaruh signifikan terhadap 
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praktek manajemen laba yang dilakukan oleh perusahaan 
telekomunikasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, sehingga 
hipotesis yang menyatakan bahwa komite audit berpengaruh 
signifikan terhadap praktek manajemen laba yang dilakukan oleh 
perusahaan telekomunikasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, 
teruji kebenarannya. Sedangkan untuk variabel kepemilikan 
manajerial, komisaris independen, dan kepemilikan institusional 
secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap praktek 
manajemen laba yang dilakukan oleh perusahaan telekomunikasi 
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, sehingga hipotesis yang 
menyatakan bahwa kepemilikan manajerial, komisaris independen, 
dan kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap 
praktek manajemen laba yang dilakukan oleh perusahaan 





Berdasarkan hasil penelitian membuktikan bahwa model regresi 
yang dihasilkan cocok guna melihat pengaruh kepemilikan manajerial, 
komisaris independen, komite audit, dan kepemilikan institusional terhadap 
praktek manajemen laba yang dilakukan oleh perusahaan telekomunikasi 
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, hal ini menunjukan bahwa 
perubahan yang terjadi pada kepemilikan manajerial, komisaris independen, 
komite audit, dan kepemilikan institusional akan berpengaruh terhadap 
praktek manajemen laba yang dilakukan oleh perusahaan telekomunikasi 
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yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Dari dari hasil penelitian 
menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial, komisaris independen, 
komite audit, dan kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap 
praktek manajemen laba yang dilakukan oleh perusahaan telekomunikasi 
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, hal ini berarti bahwa semakin baik 
kepemilikan manajerial, komisaris independen, komite audit, dan 
kepemilikan institusional maka praktek manajemen laba akan semakin 
tinggi. Hal ini diisebabkan karena kelemahan corporate governance yang 
ada di Indonesia misalnya seperti : lemahnya hukum, standar akuntansi dan 
pemeriksaan keuangan (auditing) yang belum mapan, pasar modal yang 
masih under-regulated, lemahnya pengawasan komisaris, dan 
terabaikannya hak minoritas, sehingga dapat disimpulkan bahwa 
kepemilikan manajerial, komisaris independen, komite audit, dan 
kepemilikan institusional kurang tepat digunakan sebagai dasar dalam 
mengukur tingkat praktek manajemen laba. 
Berdasarkan dari hasil pengujian dengan uji parsial atau uji t dapat 
diketahui bahwa kepemilikan manajerial secara parsial tidak berpengaruh 
terhadap praktek manajemen laba yang dilakukan oleh perusahaan 
telekomunikasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, hal ini disebabkan 
karena pihak manajer sebagai pengelola perusahaan mempunyai tujuan 
yang berbeda terutama dalam hal peningkatan prestasi individu dan 
kompensasi yang akan diterima. Jika manajer perusahaan melakukan 
tindakan – tindakan yang mementingkan diri sendiri dengan mengabaikan 
kepentingan investor, maka akan menyebabkan jatuhnya harapan para 
investor tentang pengembalian (return) atas investasi yang telah mereka 
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tanamkan. Hal ini sesuai dengan teori keagenan, yang menyebutkan nahwa 
hubungan antara manajemen dengan pemegang saham rawan untuk 
terjadinya masalah keagenan. Hasil penelitian ini bertentangan dengan 
penelitian yang dilakukan oleh Midiastuty dan Mahfoedz (2003) yang 
dalam penelitiannya menemukan bahwa kepemilikan manajerial 
mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap discretionary accrual, 
sehingga dapat disimpulkan bahwa kepemilikan manajerial kurang tepat 
digunakan sebagai dasar dalam mengukur tingkat praktek manajemen laba. 
Selanjutnya dari hasil penelitian juga menunjukkan bahwa 
komisaris independen secara parsial tidak berpengaruh terhadap praktek 
manajemen laba yang dilakukan oleh perusahaan telekomunikasi yang 
terdaftar di Bursa Efek Indonesia, hal ini disebabkan karena sedikitnya 
jumlah anggota komisaris independen dalam perusahaan, sehingga proses 
pengawasan yang dilakukan terhadap manajemen perusahaan kurang 
maksimal, sehingga kemungkinan untuk dilakukannya praktek manajemen 
laba sangat besar. Hasil penelitian ini bertentangan dengan penelitian yang 
dilakukan oleh Wilopo (2004) yang menemukan bahwa komisaris 
independen sebagai mekanisme corporate governance mempunyai 
pengaruh yang signifikan terhadap manajemen laba., sehingga dapat 
disimpulkan bahwa komisaris independen kurang tepat digunakan sebagai 
dasar dalam mengukur tingkat praktek manajemen laba. 
Komite audit secara parsial berpengaruh positif terhadap praktek 
manajemen laba yang dilakukan oleh perusahaan telekomunikasi yang 
terdaftar di Bursa Efek Indonesia, hal ini menunjukan bahwa perubahan 
yang terjadi pada komite audit akan berpengaruh terhadap praktek 
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manajemen laba yang dilakukan oleh perusahaan telekomunikasi yang 
terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Dari dari hasil penelitian menunjukkan 
bahwa komite audit berpengaruh positif terhadap praktek manajemen laba 
yang dilakukan oleh perusahaan telekomunikasi yang terdaftar di Bursa 
Efek Indonesia, hal ini berarti bahwa semakin baik komite audit maka 
praktek manajemen laba akan semakin tinggi. Hal ini diisebabkan Tidak 
dilaksanakannya prinsip-prinsip dalam GCG yang tercermin dari kurang 
tersedianya informasi untuk melaksanakan analisis risiko, hal ini akan dapat 
menghambat tugas komite dalam melakukan penelaahan atas informasi 
keuangan yang akan dikeluarkan perusahaan, seperti laporan keuangan, 
proyeksi dan informasi keuangan lainnya. Sehingga komite audit yang 
bertanggungjawab untuk mengawasi laporan keuangan, mengawasi audit 
eksternal, dan mengamati sistem pengendalian internal yang diharapkan 
dapat mengurangi sifat opportunistic manajemen yang melakukan 
manajemen laba, teidak terlaksana dengan baik. Hasil penelitian ini tidak 
sejalan penelitian ini, DeFond dan Subramayam (1998) dalam Wedari 
(2004) yang membukitkan bahwa resiko klien dapat mempengaruhi pilihan 
akuntansi auditor untuk lebih konservatif dari pada manajemen, bagi klien 
yang berisiko. Hal ini berarti komite dapat mengurangi aktivitas 
manajemen laba, sehingga dapat disimpulkan bahwa komite audit kurang 
tepat digunakan sebagai dasar dalam mengukur tingkat praktek manajemen 
laba. 
Selanjutnya dari hasil penelitian juga menunjukkan bahwa 
kepemilikan institusional secara parsial tidak berpengaruh terhadap praktek 
manajemen laba yang dilakukan oleh perusahaan telekomunikasi yang 
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terdaftar di Bursa Efek Indonesia, hal ini disebabkan karena 
ketidaksejajaran kepentingan antara principal dan agent. Hal ini memicu 
terjadinya manajemen laba. Hasil penelitian bertentangan dengan penelitian 
yang dilakukan oleh Rajgopal, Venkatachalam & Jiambalvo (1999) dalam 
Fidyati (2004), membuktikan adanya hubungan negatif antara kepemilikan 
investor institusional dengan perilaku manajemen laba yang diukur dengan 
nilai absolut discretionary accrual. Selain itu hasil penelitian ini juga tidak 
sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wedari (2004) yang juga 
menemukan bahwa kepemilikan institusional mempunyai pengaruh 
terhadap manajemen laba namun dengan arah yang positif, sehingga dapat 
disimpulkan bahwa kepemilikan institusional kurang tepat digunakan 
sebagai dasar dalam mengukur tingkat praktek manajemen laba. 
 
4.4.2. Perbedaan Dengan Penelitian Sebelumnya  
Adapun persamaan penelitian sekarang dengan penelitian 
sebelumnya adalah sama - sama membahas mengenai faktor – faktor yang 
berpengaruh terhadap praktek manajemen laba, sedangkan perbedaannya 
yaitu dari segi variabel yang digunakan, periode penelitian dan objek 
penelitian, oleh karena itu penelitian sekarang bukan merupakan duplikasi. 
Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa model regresi yang 
dihasilkan cocok guna melihat pengaruh kepemilikan manajerial, komisaris 
independen, komite audit, dan kepemilikan institusional terhadap praktek 
manajemen laba yang dilakukan oleh perusahaan telekomunikasi yang 
terdaftar di Bursa Efek Indonesia, hasil penelitian ini mendukung penelitian 
yang dilakukan oleh Fidyati (2004) yang menunjukkan bahwa adanya 
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hubungan mekanisme corporate governance yang terdiri atas kepemilikan 
manajerial, kepemilikan institusional, pemegang saham publik, dan Big-5-
Auditor terhadap indikasi manajemen laba. 
 
4.4.3. Konfirmasi Hasil Penelitian Dengan Tujuan Dan Manfaat  
Berdasarkan dari tujuan penelitian yang sudah dijelaskan pada bab 
sebelumnya bahwa tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan bukti 
empiris bahwa mekanisme good corporate governance dapat mengurangi 
praktek manajemen laba pada perusahaan, telah tercapai. 
Dari manfaat yang telah dikemukakan, maka hasil penelitian 
diharapkan dapat digunakan sebagai solusi alternatif dalam pengambilan 
keputusan mengenai fenomena dan gejala yang terjadi di perusahaan 
terutama mengenai good corporate governance, dengan melakukan 
pengawasan terhadap manajemen agar mengurangi aktivitas manajemen 
laba dan meningkatkan kredibilitas keuangannya. 
 
4.4.4. Keterbatasan Penelitian 
Penelitian ini dirasakan oleh peneliti sudah dilakukan secara 
optimal, namun peneliti merasa dalam hasil penelitian ini adanya 
keterbatasan, yaitu antara lain :            
1. Sampel yang diambil relatif kecil, sehingga kurang dapat mengukur 
penerapan mekanisme good corporate governance yang dapat 
mengurangi praktek manajemen laba pada perusahaan. 
2. Kendala yang bersifat situasional, yaitu berupa situasi yang dapat 
dirasakan peneliti pada saat melakukan penelitian, yang mana pada saat 
ini situasi negara dalam keadaan krisis ekonomi sehingga dapat 
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mempengaruhi penerapan mekanisme good corporate governance pada 
perusahaan. 
3. Dari hasil penelitian juga dapat dilihat adanya pengaruh dari variabel 
lain, sehingga dalam penelitian yang akan datang hendaknya 
diperhitungkan variabel lain yang kemungkinan berpengaruh terhadap 
praktek manajemen laba. 
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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
5.1. Kesimpulan  
Berdasarkan dari hasil Uji Kesesuaian Model atau Uji F menunjukkan 
bahwa model regresi yang dihasilkan cocok guna melihat pengaruh 
kepemilikan manajerial, komisaris independen, komite audit, dan 
kepemilikan institusional terhadap praktek manajemen laba yang dilakukan 
oleh perusahaan telekomunikasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 
Berdasarkan dari hasil Uji Parsial atau Uji t menunjukkan bahwa 
hanya untuk variabel komite audit yang secara parsial berpengaruh signifikan 
terhadap praktek manajemen laba yang dilakukan oleh perusahaan 
telekomunikasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, sedangkan untuk 
variabel kepemilikan manajerial, komisaris independen, dan kepemilikan 
institusional secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap praktek 
manajemen laba yang dilakukan oleh perusahaan telekomunikasi yang 




Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dikemukakan beberapa saran, 
yaitu antara lain : 
1. Untuk membangun suatu budaya bisnis yang sehat, haendaknya 
manajemen perusahaan menerapkan 5 (lima) prinsip yang telah ditetapkan 
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oleh Good Corporate Governance (GCG) sebagai tata kelola perusahaan 
yang sehat yaitu transparansi (transparency), kemandirian 
(independency), akuntanbilitas (accountability), pertanggungjawaban 
(responsibility), dan kewajaran (fairness). Dengan begitu akan 
memberikan perlindungan efektif bagi pemegang saham dan kreditor 
sehingga mereka yakin akan memperoleh return atas investasinya dengan 
benar.  
2. Untuk mengurangi masalah ketidakselarasan kepentingan antara manajer 
dengan pemilik atau pemegang saham, maka hendaknya perusahaan 
meningkatkan kepemilikan saham oleh manajer, hal ini dilakukan dengan 
harapan manajer akan bertindak sesuai dengan keinginan para principal 
karena manajer akan termotivasi untuk meningkatkan kinerja. Besar 
kecilnya jumlah kepemilikan saham manajerial dalam perusahaan dapat 
mengindikasikan adanya kesamaan kepentingan antara manajemen 
dengan pemegang saham. 
3. Hendaknya manajemen perusahaan menambah jumlah anggota komisaris 
independen, hal ini perlu dilakukan karena semakin banyak anggota 
komisaris independen maka proses pengawasan yang dilakukan akan 
semakin berkualitas karena dengan banyaknya pihak independen dalam 
perusahaan yang menuntut adanya transparansi dalam pelaporan 
keuangan. 
4. Untuk menghindari ketidaksejajaran kepentingan antara principal dan 
agent yang dapat memicu terjadinya manajemen laba, maka hendaknya 
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kepemilikan saham oleh investor institusional atas saham perusahaan 
harus dilakukan dengan lebih efektif, hal ini dilakukan agar manajemen 
perusahaan tidak seenaknya bertindak untuk kepentingannya sendiri, 
dalam hal ini melakukan praktek manajemen laba. 
5. Bagi peneliti selanjutnya hendaknya memperhatikan dari adanya 
pengaruh dari variabel – variabel lain yang diteliti, sehingga dalam 
penelitian yang akan datang hendaknya diperhitungkan variabel lain yang 
kemungkinan berpengaruh terhadap praktek manajemen laba yang 
dilakukan oleh perusahaan. 
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